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BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Kondisi Geografis

Pengukuhan Aceh Selatan sebagai kabupaten baru ditandai dengan

dicantumkan dalam Ketetapan Gubernur Soematra Oetara No. 5/GS0O/Oe/49
dan P.P.P. UU No. 5 Tahun 1950. Selanjutnya sebagai  Kabupaten Otonom
dikukuhkan dengan UU RI No. 7/Drt/1956 dan.dalam ' UU No. 24 Tahun 1956
tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Akan tetapi
pengakuan secara administratif sudah ada semenjak pembentukan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Selatan sesuai Ketetapan Gubemur
Sumatera No. 102 tanggal 17 Mei 1946 yang kemudian disusul Penetapan
Residen Aceh No. 3 tanggal 10 Desember 1946 yang mana pada saat itu
wilayahnya termasuk Kabupaten Singkil, Aceh Barat Daya dan kota
Subulussalam.

Kabupaten Aceh Selatan pada saat itu memiliki 3 daerah kewedanaan,
Blangpidie, Bakongan dan Singkil, kemudian pada tanggal 10 April 2002
dua daerah kewedanaan dimekarkan sesuai dengan Undang Undang RI
Nomor 4 tahun 2002, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya dengan ibukotanya
Blangpidic dan Kabupaten Aceh Singkil dengan ibu kotanya Singkil,

sehingga Daerah Kabupaten Aceh Selatan menjadi 3 kabupaten termasuk
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kabupaten induk. Daerah kewedanaan Bakongan sampai dengan saat ini
belum mendapat persetujuan untuk dimekarkan menjadi Kabupaten baru,
sehingga dengan telah dihilangkan daerah kewedanaan maka Bakengan
kembali ke status kecamatan, sebagai bukti bahwa daerah tersebut pernah
berstatus sebagai kewedanaan adalah masih adanya kantor kejaksaan dan
masih beroperasional sampai dengan sekarang ini.

Berdasarkan geografis Kabupaten Aceh Selatan berada pada posisi
02°22'36" - 04°06'00" LU dan 90°35'40"-96°35'34" BT. Meliputi wilayah
seluas 4.005 km? atau sekitar 7% dari total seluruh luas Provinsi Aceh yang
dalam luas daerah tersebut terdapat populasi penduduk sebanyak 207.025
jiwa, mendiami dacrah pemukiman yang diapit oleh gunung atau bukit
barisan dan juga laut yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia
dengan kepadatan rata-rata adalah 51,69 orang per km®.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan dari tahun
ke tahun semakin meningkat. Hal terscbut dapat ditunjukkan oleh
pertumbuhan ‘penduduk yang bertambah positif. Menurut Badan Pusat
Statistik ;. jumlah penduduk Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2008
mencapat 210.215 jiwa. Angka ini terus meningkat sampai pada tahun 2009
mencapai 212.589 jiwa, dengan pertambahan pertahun sebesar 2.374 jiwa.

Kabupaten Aceh Selatan terletak di sebelah barat bagian selatan
Provinsi Aceh memiliki panjang paris pantat lebih kurang 171 km sejak dari
Kecamatan Labuhanhaji Barat sampai dengan Kecamatan Trumon , terdiri

atas 18 kecamatan dengan jumlah desa 248 buah. Dari 18 kecamatan yang
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ada di Kabupaten Aceh Selatan hanya 5 kecamatan yang tidak memiliki
garis pantat, dengan demikian ada 13 kecamatan berbatasan langsung dengan
bibir Samudera Hindia. Meskipun Kabupaten Aceh Selatan berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia namun bila ditinjau letak desa , maka
sebagian besar desa di Kabupaten Aceh Selatan merupakan desa bukan
pesisir yang jumlahnya mencapai 166 desa, sedangkan desa pesisir atau desa
yang memiliki garis pantai dalam Kabupaten Aceh Selatan berjumlah hanya
82 desa.

Berikut ini adalah batasan-batasan Kabupaten Aceh Selatan yang

berdampingan dengan beberapa kabupaten, yaitu :

1) Ke arah Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya,

2) Ke arah Timur : Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam,
3) Ke arah Utara : Kabupaten Aceh Tenggara,

4) Ke arah Selatan : Samudera Hindia.

Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28-34°C, daerah atau
tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara yang
relatif tinggi dari pada daerah yang berdekatan atau berada di kaki gunung.
Tingkat curah hujan di Aceh Selatan berkisar antara 200-370 mm/tahun. Bila
ditilik tentang kondisi angin, maka kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar
antara 90-140 knot. Sedangkan bila dilihat kondisi topografi maka wiolayah
Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit,
hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Sebagian

besar jenis tanah di Kabupaten Aceh Sclatan adalah podzolik merah kuning
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seluas 161,022 hektar, selain jenis podzolik, juga terdapat jenis tanah regosol.

namun hanya sebagian kecil, yakni 5,213 hektar.

b. Potensi Jalan dalam Kabupaten Acch Selatan

Jalan merupakan urat nadi perekonomian utama masyarakat dalam
suatu komunitas penduduk. Sarana jalan yang bagus dapat mendongkrak
lajunya ekonomi masyarakat setempat, karena pergerakan dan perpindahan
barang dan orang dari suatu tempat ketempat lain dapat dijangkau dalam
waktu yang singkat, sehingga komoditas barang-barang hasil pertanian bisa
cepat sampai di tempat yang dituju. Pada sisi lain bagusnya kondisi dan
pertumbuhan jalan dapat pula mendongkrak pertumbunan jumlah kendaraan
dalam masyarakat, dengan pertumbuhan kendaraan yang signifikan maka
akan dicapai pula peningkatan penerimaan daerah melalui pajak kendaraan
bermotor.

Kondisi jalan yang ada di dalam Kabupaten Aceh Selatan dapat
dikatakan relative. sudah sangat baik untuk tipe jalan Negara, untuk jalan
Provinsi 'dan Kabupaten masih harus tingkatkan lagi, sehingga dapat
mencapai yang di harapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Untuk lebih
jelasnya bagaimana kondisi jalan dalam kabupaten Aceh Selatan dapat di

lihat dalam table berikut ini.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41988.pdf
51

Tabel 4.1 Kondisi Jalan Dalam Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012

NO | Jenis Jalan Baik Sedang Rusak Total (Km)
[ Negara 105,70 23,97 0,00 129,67
2 | Provinsi 731 1 1000 0,00 17,31
3 | Kabupaten 148,00 560,05 215,65 923,7

Total 291,7 594,02 215,65 1.070,68

Sumber : Direktorat Perimbangan Keuangan Provinsi Aceh, 2012.

e. Mata Pecaharian Dominan
Dengan latar geografis, demografis dan sosiologis yang demikian,
maka bila kita menilik sektor mata pencaharian penduduk dalam Kabupaten
Aceh Selatan lebih banyak bergerak dalam sektor perikanan, terutama
perikanan laut sebab garis® pantainya cukup panjang, kemudian sektor
pertanian, terutama tanaman palawija dan sektor perkebunan dalam hal ini
lebih dominan perkebunan rakyat.
Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi ekonomi yang lumayan
besar dan bagus untuk bias dikembangkan dalam rangka meningkatkan taraf
hidup masyarakat. Sektor-sektor yang yang memiliki potensi bagus tersebut

antara lain :

1} Sektor Pertambangan
Pertambangan memiliki potensi yang luar biasa disepanjang wilayah

kabupaten Acch Selatan, terutama segi pertambangan emas rakyat dan
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pertambangan biji besi. Sektor pertambangan emas rakyat tersebar di
beberapa kecamatan, akan tetapi vang terbesar terdapat di kecamatan
Sawang dan kecamatan Kluet Tengah. Perkembangan tambang emas
rakyat ini dikelola secara bebas oleh beberapa pemilik modal, akan tetapi
masih jauh dari pembinaan pemerintah daerah, sehingga dikawatirkan
akan berdampak pada lingkungan dan ekosistem nantinya.

Sektor pertambangan biji besi yang dikelola oleh PT Pinang Sejati Utama
diekspor secara berkala ke cina dalam bentuk " bahan mentah.
Pertambangan dengan model ini mengurangi nilai tambah kepada daerah

dan peluang kerja bagi angkatan kerja daerah:

2) Sektor Pariwisata

Kepariwisataan di kabupaten. Aceh Selatan belum digarap dan
dikembangkan secara optimal, sector ini belum mendapat perhatian serius
dari pemerintah” daerah setempat. Hal ini dapat kita lihat dari situs-situs
sejarah yang-ada tidak disentuh secara optimal, hal-hal yang menyangkut
dengan petuang pariwisata belum diprogres secara signifikan.

Industri pariwisata tidak berjalan sebagaimana di tempat-tempat yang
sudah dikembangkan dan ditangani oleh sentuhan pemerintah, terlihat
salah satu tonggak industry pariwisata berupa hotel belum menunjukkan
tingkat pertumbuhan yang menggembirakan, kamar-kamar hotel masih

banyak yang kosong dalam keseharian, mingguan dan bulanannya.
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3) Sektor Perikanan, Perkebunan dan Pertanian

Sejalan dengan garis pantai daerah Aceh Selatan yang cukup panjang,
lebih dari 171 Kim, maka seetor perikanan laut memiliki potensi yang luar
biasa bila dikelola dan dikembangkan dengan baik, sejauh ini
perkembangan sektor perikanan masih dikelola secara tradisional dan
semi modem, dengan demtkian dapat dikatakan masih jauh dari optimal,
schingga potensi laut daerah ini juga masih sering dimasuki oleh nelayan-
nelayan luar yang sudah menggunakan alat tangkap yang modem.

Disamping perikanan laut, Aeeh Selatan_masih memungkinkan
untuk dikembangkan peritkanan darat, dengan’ sebaran daerah yang
memanjang dan lahan vang beragam dapat dikembangkan jenis-jenis ikan
payau dan ikan tawar lainnya. Kondisi perikanan darat sejauh ini juga
belum dikembangkan secara maksimai dan proporsional.

Bidang usaha ini pada dasamya merupakan bidang usaha yang
cukup potensial dikembangkan, berdasarkan angka statistik yang tersaji
dalam buku Aceh Selatan dalam angka terefleksi bahwa pengembangan
dan pengelolaan serta budi daya bidang perikanan, baik perikanan laut
maupun pertkanan air tawar belum dilakukan pengembangan secara
optimal, professional dan proporsional.

Belum ditanganinya pengembangan bidang perikanan
secara maksimal, terarah dan terakumulasi dan bersinergi membuat seolah
bidang ini tidak mampu menunjang perekonomian rakyat, padahal kebutuhan

ikan dunia semakin melonjak dari tahun ke tahun, bila sektor ini ditangani
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dengan baik serta terencana secara matang maka peluang ekspor dapat diisi dan
peluang kesempatan untuk tenaga kerja terbuka secara besar pula.

Perkebunan merupakan sektor yang cukup potensial untuk dibenahi
dan dikembangkan lebih berdaya guna dan berhasil guna, secbab disamping
lahan yang memang masih luas untuk perkebunan dari tanaman minyak atsiri,
juga struktur tanah dalam wilayah aceh selatan yang sangat cocok untuk
tanaman tersebut, terutama nilam, serei wangi, dan lainnya.

Keseriusan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor
perkebunan di daerah ini terasa masih kurang. Padahal bila sektor perkebunan
dikembangkan akan mampu menyerap banyak tenaga kerja, berdasarkan data
statistik Aceh Selatan dalam angka tahun 2011, sektor perkebunan mampu
menyerap tenaga kerja sebesar 56.285 orang. Apabila pembenahan sector
perkebunan diperhatikan dan. dioptimalkan maka pada giliran berikutnya
produktifitas hasil tanaman. perkebunan rakyat tersebut benar-benar dapat
menunjang perckonomian rakyat dan sekaligus peningkatan penerimaan daerah
ke dalam APBD.

Kekuatan sektor perkebunan terutama yang berbasis ekspor telah
menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi krisis moneter
yang melanda dunia dan juga {ndonesia pada era tahun 1998 yang lalu. Ketika
itu daerah Aceh Selatan menunjukkan eksistensi terhadap ketahanan dari resesi
dunia antara lain dapat diihat dengan tetap tingginya pembeiian kendaraan baru

oleh para petani nilam yang saat itu harga jualnya mencapai 1,5 juta
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perkilogram, dimana pada saat yang sama di daerah lain di Aceh menunjukkan
tingkat penjualan kendaraan bermotor terutama roda dua yang turun dan lesu.

Pada sisi lain bidang pertanian juga menunjukkan kondisi yang hampir
sama, yaitu belum mendapat sentuhan yang maksimal dari pemerintah daerah
dalam penanganan dan pengelolaannya, hal ini dapat dilihat masih banvaknya
lahan-lahan tidur dari tahun ke tahun yang tidak membawa nilai ekonomis bagi
pemilik dan daerahnya.

Sektor perkebunan rakyat, perikanan air laut dan air tawar serta bidang
pertanian merupakan sektor-sektor yang langsung berhubungan dengan
masyarakat dalam kesehariannya dan belum tergarap secara maksimal untuk
mendukung peningkatan kescjahteraan masyarakat nelayan, petani dan pemilik
lahan. Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhitungkan adalah bahwa
kedua sektor ini menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sesuai dengan
geografis kabupaten Aceh Selatan. Apabila tercipta kolaborasi dan sinergi yang
kuat serta padu antara masyarakat petani dan pemerintah kabupaten Aceh
Selatan serta < berbasis pada perencanaan yang futuristik, matang dan
berkesinambungan dapat menghasilkan output yang positif dan pasti terhadap
pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Aceh
Selatan.

Agar pencapain ini dapat terlaksana maka hal pertama yang dibutuhkan
para petani adalah dana dan bibit unggul serta bantuan penanganan hama,

schingga hasil yang dicapai dalam pengelolaan scktor perkebunan, perikanan
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dan pertanian dapat lebih maksimal dan program kerja pemerintah kabupaten
aceh selatan dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimat pula.

Dengan terjadinya siklus peningkatan ekonomi dan taraf hidup dalam
masyarakat, maka sudah pasti masyarakat dapat memilih dan membeli
kendaraan baru bagi kebutuhan sarana hidup mereka. Kepemilikan kendaraan
baru akan berdampak secara positif dan signifikan pula terhadap peningkatan
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB), dengan demikian muara peningkatan berikutnya sebagai
dampak positif dari kepemilikan kendaraan baru yang betambah di tengah
kehidupan masyarakat adalah terjadinya peningkatan penerimaan dan atau
realisast Pendapatan Asli Aceh (PAA) dan juga peningkatan Bagi Hasil Pajak
antara pemerintah Provinsi Aceh dengan pemerintah kabupaten Aceh Selatan
melalui sektor PKB dan BENKB. Apabila sinergisitas ini dapat berjalan
dengan baik, maka proses_pembangunan daerah baik pada level pemerintah
provinsi maupun pemerintah kabupaten dapat berjalan dengan baik, normal dan
optimal.

Program pembangunan yang berbasis pada peningkatan tafar hidup
masyarakat akan berjalan dengan baik dan dapat diwujudkan secara sigjnifikan
apabila didukung dengan dana yang cukup dan memadai, apabila dana tidak
tersedia maka program pembangunan tidak akan terwujud dengan sempurna.

Peningkatan realisasi penerimaan pemerintah daerah dan peningkatan

taraf perekonomian masyarakat adalah umpama dua sisi mata uang yang saling

menunjang, tanpa sisi yang satu maka sisi satunya lagi akan tidak berfungsi.
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Untuk menyeimbangkan dua hat tersebut maka diperlukan upaya menjemput dan
memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan penerimaan daerah
baik provinsi maupun Kabupaten, sehingga sinergisilas upaya peningkatan
penerimaan daerah tersebut benar-benar dapat efektif dan efisien serta optimal.
Dengan berlandaskan historis di atas maka pada tempatnya scktor perikanan,
pertanian dan perkebunan rakyat harus mendapat perhatian ekstra oleh
pemerintah daerah, agar dapat mengangkat perckonomian rakyat banyak yang
pada gilirannya akan membuat masyarakat mampu memiliki kendaraan bermotor
yang bagus dan mampu pula membayar kewajiban mercka berupa Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB) vang akan bermuara pada peningkatan penerimaan pajak daerah, baik itu
peningkatan Pendapatan Asli Aceh (PAA) maupun pendapatan kabupaten Aceh
Selatan melalii bagi hasil pajak ‘antara pemerintah provinsi Aceh dengan

pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

2. Struktur Organisasi UPTD/Seksi dan Tata Kerja Samsat Tapaktuan.
Sebagaimana diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Sumber
Pendapatan Daerah terdiri atas :
1) Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
a} hasil pajak daerah;

b) hasil retribusi daerah;
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¢) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d) lain-lain PAD yang sah;

2) dana perimbangan; dan

3) lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak sebagai sumber pendapatan terbagi atas dua bahagian, yaitu :

1) Pajak yang diserahkan Pemerintah kepada Daerah untuk dikelolanya
sebagai Sumber Pendapatan Daerah.

2) Pajak yang diatur sendiri oleh Daerah atas sumber pendapatan yang
berhasil digali oleh Daerah di wilayahnya. Sebagai contoh jenis pajak ini
adalah Pajak Izin Menangkap lkan (Peraturan Daecrah Nomor 3 Tahun
1972).

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh selaku instansi yang diberi
tugas untuk mengelola seluruh pendapatan daerah dihadapkan kepada
tantangan untuk dapat/ mengelola sumber pendapatan tersebut secara
maksimal. Dalam pemungutan dari sumber-sumber pendapatan tersebut,
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh sebagai instansi pemungut
pendapatan daerah, maka pemungutannya dilakukan secara langsung
kepada masyarakat wajib pajak melalui 8 (delapan} Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) dan 21 Seksi Pungutan yang tersebar di 23
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Aceh.

Sejalan dengan pembentukan UPTD dan jajaran Seksi Pungutan

dibawahnya maka sekaligus diserahkan pula sumber-sumber pendapatan
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daerah menjadi tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan
pungutannya.
Adapun sumber pendapatan yang menjadi tugas dan
kewenangannya dari UPTD dan atau Seksi Pungutan adalah :

1) Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB) diatur berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air.

2} Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diatur berdasarkan
Pertauran Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

3) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan “Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002,

4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan‘Bermotor (PBBKB).

53) Pajak Alat-alat Berat dan-Alat-Alat Besar.

6) Pajak Kendaraan Diatas Air diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2003 -tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air diatur
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

Sehubungan dengan lokus dan fokus penelitian ini, penulis hanya
akan menjelaskan kebenaran sub sektor pajak daerah yang berasal dari

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
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Bermotor (BBN-KB ), dengan sistim pengelolaan penerimaannyva dilakukan

dalam sistem administrasi manunggal satu atap ( Samsat).

Samsat merupakan singkatan dari ~ Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap” adalah gabungan dari 3 (tiga) Instansi yang mempunyai tugas dan

fungsi yang berbeda tetapi mempunyai Objek data yang sama yaitt kendaraan

bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Aceh atau dalam Kabupaten/Kota
sesuai dengan alamat pemiliknya.Berdirinya kantor bersama SAMSAT
merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama; 3/ (tiga) Menteri

(Menhankam, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) yang membentuk

kerjasama dengan sistem baru yang disebut Sistem. Administrasi Manunggal Satu

Atap dengan tujuan sebagai berikut :

1) Sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomosili di daerah
Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.

2) Meningkatkan pendapatan daerah Aceh melalui penerimaan dari sektor
PKB dan penerimaan dani sektor BBN-KB.

3) Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakan Jasa Raharja
Perwakilan Cabang Meulaboh.

4} Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran, dan
pengadaan administrasi kendaraan bermotor.

Pembayaran PKB dan BBNKB diselenggarakan secara terintegrasi dan
terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat bersamaan dengan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor, dan pembayaran SWDKLL (Pasal 67 Ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan
Jalan). Sarana dan prasarana penyelenggaraan SAMSAT disediakan oleh
Pemerintah Daerah (Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan), sedangkan mekanisme
penyelenggaraan SAMSAT dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan dan Jalan). Pelaksanaan SAMSAT diarahkan untuk
menjamin kelancaran pelayanan administrasi tentang lalu lintas dan angkutan
jalan yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta
pembayaran PKB/BBNKB dan SWDKLL.
Pelaksanaan pelayanan publik yang  diselenggarakan oleh Kantor
bersama SAMSAT, terdiri atas 3 (tiga) unit vang saling terkait. Yaitu :
1) Pihak pemererintah daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh UPTD VII dan
Seksi Pungutan DPKA untuk pengurusan PKB dan BBNKB.
2) Dirlantas Polda ‘Aceh c/q Satuan Lalu Lintas untuk pengurusan
STNK
3) PT. Jasa Raharja {(Persero) bertugas menyelesaikan administrasi pembayaran
SWDKILLJ dan premi asuransi, pemeriksaan premi asuransi Jasa Raharja.
Ketiga unit ini sama-sama bertujuan memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Pemerintah
Aceh dalam memberikan pelayanan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan
daerah yang dipertukan bagi keperluan dana pembangunan yang berasal dari

sumber-sumber PAD.
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KB. SAMSAT Kabupaten Aceh Selatan adatah unit yang berada di

bawah lingkup wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayvah Vil (UPTD

V1) yang merupakan salah satu dari 21 KB. SAMSAT yang tersebar di ibukota

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh. Susunan organisasi dan tata kerja pada

UPTD VII adalah sebagai berikut :

Kepala UPTD

Kepala Sub Bagian

Sumber : Kantor UPTD Wilayah VI DPKATanun 2013

Tata Usaha
Kepala Seksi Kepala Seksi
Pungutan | Pungutan II

Gambar 41. Struktar Organisasi UPTD Wilayah VII

Susunan orgnisasi dan tata kepa dinas ini dapat dijelaskan sebagai

berikut :

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah VI (Ka. UPTD V}l) adalah

pejabat structural dengan eselonering Ill.a, yang bertugas sebagai kepala kantor

skaligus juga sebagai penanggung jawab pada kantor Samsat, seluruh kegiatan

yang dikelola dan dipimpin tunduk dan bertanggung jawab terhadap Kepala

Dinas yang berada di kantor induk Banda Aceh yaitu Kepala Dinas Pendapatan

dan Kekavaan Aceh.
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Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam hal ini adalah
UPTD Wilayah VIl juga berperan sebagai Kepala Seksi Pungutan pada
KB.SAMSAT Tapaktuan yaitu melakukan proses pengadminstrasian da,r’l
pengutipan PKB. |

Untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian tugas, Kepala Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

a) Menyempumakan dan menyusun konsep standar-standar pendataan potensi,
pengadministrasian dan pengutipan dan pelaporan: hasil’ pengutipan
PKB/BBNKB.

b) Menyelenggarakan optimalisasi potensi pengadministrasian dan pengutipan
dan pelaporan hasil pengutipan PKB/BBNKB sesuai dengan standar yang
ditetapakan.

¢} Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

d) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

Dalam ‘hal - pelaksanaan pemungutan maka Dinas Pendapatan dan

Kekayaan Aceh mempunyai fungsi sebagai bertkut :

a. Melakukan pendafiaran dan penetapan, penagihan dan pelaporan pendapatan
daerah.

b. Melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah.

¢. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kepala sub bagian tata usaha disingkat Kasubbag TU dan sering lebih
disingkatkan lagi dengan KTU adalah pejabat eselon IV yang bertugas
membaniu Ka. UPTD dalam hal ketatausahaan. Kepala Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

a) Menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan Kauvangan, Personii
dan Peralatan Ketatausahaan pada UPTD, sesuai standar yang
ditetapkan

b) Menyelenggarakan pengolahan Keuangan, Personil, Peralatan, dan
Ketatausahaan UPTD sesuai yang ditetapkan.

¢} Menghimpun bahan atau data dari seksi lainnya dalam lingkup UPTD
untuk pembukuan dan pelaperan hasil pengutipan PKB/BBNKB dan
Pendapatan Lain-lain sesuai dengan standar yang ditetapkan

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.

¢) Menyampaikan pertimbangan dan masukan kepada Kepala UPTD

sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pungutan
Kepala Seksi Pungutan sering disingkat KSP adalah pejabat eselon 1V
sebagai pembantu Ka. UPTD yang bertugas sebagai pemungut
PKB/BBNKB dan bertempat kedudukan pada kantor Samsat terjauh dari

kantor UPTD. KSP membawahi beberapa orang staf dengan tupoksi
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masing-masing untuk melayani para wajib pajak dalam menyelesaikan
kewajibannya untuk membayar PKB/BBNKB dan beberapa pelayanan
terkait lainnya. Kepala Seksi Pungutan mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Melaksanakan pendataan pendapatan dan potensi PKB/BBNKB,
selanjutnya melakukan penetapan dan penagihan, menerima dan
memproses usul/pengajuan keberatan dari wajib pajak, membuat daftar
jumlah tagihan, tunggakan dan denda PKB/BBN-KB sesuai dengan
standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.
b) Melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
¢} Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
UPTD sesuai dengan bidang dan tugasnya.
dy Memberikan masukan " dan. pertimbangan yang diperlukan kepada
Kepala UPTD sesuai dengan bidang dan fungsinya.
Sebagai Kepaia Seksi Pungutan yang tidak terpisahkan dan bertugas
pada kantor Samsat terjauh dari UPTD, KSP memiliki struktur organisasi

tersendirt sebagai berikut :
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Kepala Seksi
Pungutan
Kepala
Ketatausahaan
Penetapan Korektor Opcom/Pengetikan Kasir/
PKB/BBNKB PKB/BBNKB SKPD Bendahara

Sumber : Kantor UPTD Wilayah VIl DFKA tafun 2013

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Seksi Pungutan

Susunan orgnisasi dan tata kerja pada Seksi Pungutan ini dapat dijelaskan
sebagai berikut ;
I.  Kepala Seksi Pungutan.
Tugas Pokok dan fungsi seorang Kepala Seksi Pungutan adalah melakukan
perencanaan internal, pengkoordinasian serta pengawasan dan pembinaan
terhadap berjalannya fungsi pelayanan pada kantor Samsat.
2.  Penetapan
Tugas pokok dan fungsi scorang petugas penctapan adalah melakukan
rangkaian kegiatan berupa penelitian dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) tahun berlalu, kelengkapan dokumen pendukung lain berupa KTP
pemilik, kemudian memasukkan Nomor Polisi kendaraan tersebut kedalam
entri data dan selanjutnya print out penetapan PKB dan BBN-KB atas

kendaraan tersebut.
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3. Korektor
Tugas pokok dan fungsi seorang petugas Corektor adalah memeriksa hasil
print out dari petugas penctapan dan meneliti keabsahan penctapan PKB dan
BBN-KB berdasarkan dukungan dokumen yang sah dan juga meneliti
kesesuaian penetapan jumiah pokok BBN-KB/PKB beserta Denda.

4. Operator Komputer
Tugas Pokok dan fungsi seorang petugas computer adalah melaksanakan
pengetikan dan input data PKB dan BBN-KB sesuai dengan absah dokumen
penctapan yang telah divalidasi oleh petugas korektor. Tugas lainnya secara
harian adalah melakukan print out buku harian sebagai akumulasi dari seluruh
penerimaan pada hari yang bersangkutan.

5. Kasir
Tugas Pokok dan Fungsi serang petugas Kasir adalah melakukan penelitian
dari besaran nilai PKB dan BBN-KB dan Denda yang tertera dalam print out
penetapan yang telah diabsah oleh korektor, kemudian memanggil wajib pajak
atau pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan nilai
vang yang tercetak pada print out dan menerima pembayaran dari wajib pajak,
memilah vang kedalam jenisnya dan menyimpan untuk diserahkan kepada
Bendahara Pencrimaan Pembantu pada masa akhir jam kantor.

6. Bendahara Penerimaan Pembantu
Tugas Pokok dan Fungsi seorang Bendahara Penerimaan Pembantu adalah
Menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS) sesuai dengan print out buku harian

dan Surat Tanda Bukti Setoran Bank Aceh, selanjutnya menerima setoran
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PKB/BBN-KB dan Denda dart Kasir untuk selanjutnya diserahkan kepada
petugas Bank Aceh yang akan menjemput pada akhir jam dinas hari berjalan
pada tiap hari kega. STS yang telah ditandatangani oleh Teller Bank dan
Tanda Bukti Setoran dari Bank Aceh yang telah divalidasi pada perangkat
computer yang online diserahkan kepada Kepala Seksi Pungutan dan atau
Kepala UPTD untuk diparaf dan ditanda tangani, sebagai bukti telah diperiksa
kebenarannya. Selanjutnya Bendahara bertugas mengisi Buku Kas Umum
(BKU) dan membuat laporan penerimaan mingguan dan laporan penerimaan

bulanan untuk dikirim ke dinas induk.

3. Mekanisme Pelayanan Kantor Samsat Tapaktuan

Pelayanan yang diberikan «dan  dilaksanakan pada Kantor Bersama
SAMSAT adalah melayani wajib pajak yang menyelesaikan dokumen kendaraan
bermotor berupa penyelesaian STNK, SKPD, Fiskal antar daerah, SWDKLLJ dan
BLOKIR STNK/SKPD.

Sistem ‘proses penyelesaian data dokumen kendaraan bermotor bila
diilustrasikan dengan gambar adalah berupa input, proses dan oufput serta
feedback yang mengacu pada prosesing administrasi yang baik adalah sebagai

berikut :
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INPUT e | PROSESING | e QUTPUT

FEEDBACK

Keterangan ;
Input : SKPD, STNK, BPKB, KTP, Fiskal.

Proses : pegawai, manajemen, equipment, system.
Output : printOut SKPD, validasi/STNK, fiskal, BPKB.
Sumber : Data AnalisaPenulis (2013)

Gambar 4.3 Proses Administrasi pada kantor Samsat

Berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, setiap pemilik kendaraan
bermotor wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun dan
wajib memperpanjang STNK sctiap 5 tahun. Pajak tahunan sengaja disatukan
dengan proses pengesahan STNK tahunan dengan tujuan agar masyarakat
membayar pajak saat pengesahan STNK dan atau melakukan pengesahan STNK
saat membayar pajak.

Pergerakan penyelesaian dokumen kendaraan bermotor pada Kantor
Bersama SAMSAT sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Surat
Keputusan Bersama yaitu dengan sistem ban berjalan. Wajib Pajak memulai
kegiatannya dalam pengurusan penyelesaian dokumen kendaraaan bermotor
adalah dengan mendaftar pada loket I, mengambil formulir dan mengisi sesuai
dengan kondisi data ril kendaraan yang tercetak pada STNK dan SKPD, sctelah
itu dilanjutkan pada foket 2 untuk mendapatkan penetapan besaran nilai PKB dan
atau BBNKB yang dikenakan, sclesai dilanjutkan pada loket ke 3 untuk

mendapatkan pengesahan keotentikan nomor Polisi, rangka, mesin dan identitas
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kendaraan lainnya, setelah it masuk ke loket 4 untuk mendapatkan penetapan
besaran nilai Ansuransi Jasa Raharja. setelah itu masuk ke loket 5 untuk

Pengesahan keotentikan penctapan PKB/BBNKB dan Jasa Raharja,
setelah itu masuk ke loket 6 untuk pembayaran jumlah nilai PKB/BBNKB dan
Jasa Raharja pada kasir, setelah pembayaran baru dilakukan validasi agar data
masuk ke komputer, setelah data masuk ke server induk computer barulah SKPD
dapat di cetak. Setelah siap cetak SKPD masuk ke petugas corektor untuk recheck
dan paraf, selanjutnya ke ruang Kepala Seksi Pungutan atau yang ditunjuk untuk
rechek terakhir dan paraf, setelah itu baru masuk ke loket 6 untuk dipanggil
pemilik dan penyerahan dokumen.

Di bawah ini disajikan siklus pelayanan pada Kantor Bersama SAMSAT,
sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama Gubemur, Kapolda dan

Kepala Cabang Jasa Raharja sebagai berikut :

LOKET 1: PENDAFTARAN

v

LOKET II: PENETAPAN

v

LOKET Il : CEK FiSIK

v

LOKET IV :JASA RAHARJA

!

LOKET V: KOREKTOR

v

LOKET VI:KASIR

Sumber : UPTD Wilayah VII DPKKA

Gambar 4.4 Siklus Pelayanan pada Kantor Samsat Tapaktuan
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Skema diatas adalah ketentuan baku vang harus dianut dan dilaksanakan
pada Kantor Bersama SAMSAT dalam Daerah Provinsi Aceh.
Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Skep No. Pol. : Skep/1320/VIII/

1998 tentang kualitas pelayanan Samsat sebagai berikut :

e Loket] : 3 menit
e Loketll : 5 menit
¢ Loketlll : 6 menit
o loketlV : 4 menit
e LoketV : 4 menit

Jika dihitung total waktu yang diperiukaa dari Loket | sampai dengan
Loket V memerlukan 22 menit, seandainya perpindahan dari satu loket ke loket
lainnya diperlukan waktu selurubhnya sekitar 60 menit, berarti total waktu yang
diperlukan dalam berurusan di Kantor Bersama Samsat berdasarkan Skep Kapolri
tersebut, seharusnya dapat disclesaikan dalam waktu paling lama 2 jam.

Kondisi kepegawaian pada kantor UPTD Wilayah VI bila merujuk pada
kebutuhan personil maka masih dirasakan sangat kurang, idealnya untuk
memenuhi bidang-bidang tugas yang ada di dalamnya minimal harus ada 5
personil, sehingga dari kondisi yang ada sekarang pada kantor UPTD masih
kurang minimal dua orang staf, yaitu staf yang menangani bidang umum dan staf
yang menangani bidang laporan keuangan dan kepegawaian.

Jumlah personil yang terdapat di UPTD dan Seksi Pungutan dan sekaligus

juga berada pada Kantor Bersama Samsat Tapaktuan adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Jumlah PNS Seksi Pungutan/SAMSAT/UPTD VII DPKA Tahun

2013
NO [ JABATAN JUMI.AH
1 Kepala UPTD I Orang
2 Kepala Sub Bag Tata Usaha (Plt) | Orang
3 Kepala Seksi Pungutan -
4 Staf UPTD 2 Orang
5 Staf Seksi Pungutan 4 Orang

Sumber : UPTD Wilayah Vil DPKA Tahun 2013

Pada kantor SAMSAT Tapaktuan juga masih terjadi kurang personil

untuk mendukung tugas-tugas kesamsatan, idealnya sebuah kantor SAMSAT dari

unit PKB dan BBN-KB memilki paling kurang 6 orang staf, sebab proses

administrasi pada kantor SAMSAT adalah dengan mcdel ban berjalan, sehingga

masing-masing staf harus selalu siap melayani di tempat pada posnya masing-

masing agar tidak ‘terjadi kemacetan proses penyelesalan dokumen Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
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Tabel 4.3 Jumlah Pegawai UPTD VII DPKA Tahun 2013 Menurut Pangkat
dan Golongan

NO NAMA JABATAN PANGKAT/GOL MASA KERJA | PENDIDIKAN

1 Drs. Zayana, M. St Ka. UPTD Pembina Tk I/ 32 Tahun Pasca Sarjana
VA

2 Nasri Kasubag TU Penata Muda Tk I/ 32 Tahun SMA
[$17;3)

3 Bahiar Bend. Rutin Pengatur Muda / 22 Tahun SMA
I

4 Eva Yuliana, SE Opcom Penata Muda / 12 Talum Sarjana
Ha

5 Henra Surizal Opcom Penata Muda / 8 Tahum Sarjana
Hl/a

6 Ridwan Penetapan Pengatur Muda / 22 Tahun SMA
/b

7 Rahmad Yulizar Bend Penerimaan Pengatur Muda / 22 Tahum SMA
b

8 Rusni Kasir Pengatur-Muda / 11 Tahun SMA
iy

9 Windra Rianto Satpam Honorer 7 Tahun SMA

Sumber : UPTD Wilayah VII DPKA tahun'2013

Table di atas menunjukkan keseluruhan pegawai yang ada pada kantor

UPTD dan SAMSAT Tapaktuan, dari gambaran kondisi pegawai tersebut di atas

dapat diketahui bahwa terjadi dispariasi yang sangat jauh dari sudut kepangkatan

pegawai, dimana ada kesenjangan antar golongan kepegawaian yang pada sisi

manajemen kurang baik, dimana pangkat tertinggi adalah Golongan IV/b dan

Golongan dibawahnya adalah Golongan I1I/b dan IIl/a setelah itu turun lompat

lagi k golongan Il/b.

Berdasarkan kondisi tersebut maka tenaga opereasional pada kantor

SAMSAT Tapaktuan masih kurang 2 orang staf, yaitu untuk petugas penetapan

dan petugas pengelola arsip. Sistem proses penyelesaian PKB dan BBNKB pada
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kantor SAMSAT dilakukan dengan cara membuka sekat antara kantor UPTD
dengan kantor SAMSAT, sehingga tidak terlihat ada perbedaan antara kepala dan
staf pada kantor UPTD dengan Kepala dan Staf pada Kantor SAMSAT.

Seyogyanya Kepala UPTD adalah bertugas mengawasi proses
pelaksanaan dan pengawasan terhadap Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan
Dokumen(P3D) terhadap personil Dinas Pendapatan pada 3 (tiga) unit SAMSAT
di 3 (tiga) Kabupaten yang ada dalam jajaran wilayah kerja UPTD-VII dimaksud.
Dengan Kepala UPTD juga berfungsi sebagai Kepala Unit PKB dan BBN-KB
pada kantor SAMSAT Tapaktuan, maka akan mempengaruhi tugas pengawasan
dan pembinaan yang diemban terhadap kedua SAMSAT terjauh.

Untuk mengantisipasi agar semangat kerja dan kinerja pegawai dapat
terpelihara dengan baik, maka hal-hal yang cukup penting harus diperhatikan
adalah pertama, mengisi personil yang sesuai dari sisi pangkat yang dibutuhkan
agar tidak terjadi jarak yang jauh dari sisi lompatan kesenjangan kepangkatan,
sebab hal ini akan berpengaruh pada link komando yang tidak berjalan dengan
baik; langkah kedua; adalah segera mengisi kekurangan staf agar tugas-tugas
pokok dapat diselesaikan dengan baik dan tepat wakte; dan langkah ketiga, adalah
membuat revisi terhadap regulasi ulang yang telah menetapkan tugas-tugas
Kepala UPYD merangkap Kepala Unit PKB dan BBN-KB. Hal ini ditujukan agar

pelaksaanaan tugas Kepala UPTD dapat optimal.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41988.pdf
75

4. Mekanisme Pengelolaan PKB

PKB diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah vang
cukup signifikan dalam menopang pendapatan daerah. Schingga sangat menarik
untuk dicermati tentang apa, bagaimana agar PKB dapat memberikan konstribusi

yang optimal terhadap pendapatan daerah.

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Palam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Restribusi Daerah. Dijelaskan bahwa PKB adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek PKB adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor didefinisikan
oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai semua kendaraan beroda
beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan
alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor
beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat
dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT

5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
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Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

1) kereta api;

2) kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan
pertahanan dan keamanan negara;

3) kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga
internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari
Pemerintah; dan

4) objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibedakan antara Subjek
Pajak dan Wajib Pajak. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat dikenakan Pajak. Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan
yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Sementara itu, Wajib_Pajak (WP) adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. Sayangnya, pengertian WP ini tidak konsisten
dengan pengertian WP untuk PKB, karena pengertiannya lebih sempit. Wajib
PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor,
sehingga pengertiannya justru sama dengan Subjek PKB. Dalam hal WP badan,
kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung

mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pembayaran tersebut dilakukan
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sekaltgus di muka. Namun demikian, untuk PKB yang karena keadaan kahar
(force majeure) masa pajaknva tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan
restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
Penghitungan dasar pengenaan PKB/BBNKB dinyatakan dalam suatu tabel yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat
pertimbangan dart Menteri Keuangan. Penghitungan dasar pengenaan

PKBN/BBNKB tersebut ditinjau kembali setiap tahun.

b. Dasar Pengenaan PKB

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dasi 2 (dua) unsur pokok yaitu
Nitai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara
relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat
penggunaan kendaraan bermotor. NJKB ditentukan berdasarkan Harga
Pasaran Umum (HPU) atas suatu kendaraan bermotor, yaitu harga rata-rata
yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. HPU yang digunakan
adalah HPU pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
Dalam hal ‘HPU suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual
kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh
faktor-faktor:

1) harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang

sama;
2) penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;

3) harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
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4) harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor
vang sama;

5) harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;

6) harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

7) harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

c. Bobot
Bobot mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot
dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1
(satu), dengan pengertian sebagai berikut :

1) koefisien sama dengan (1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau
pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut
dianggap masihi dalam batas toleransi; dan

2) koefisien lebih besar dam | {(satu) berarti penggunaan kendaraan

bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
1) tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumiah sumbu/as, roda, dan
berat kendaraan bermotor;
2) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar,

bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
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3) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan
bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan
ist silinder.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum,

termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar

pengenaan PKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarif PKB ditectapkan
dengan Peraturan Dacrah dan dibedakan atas kendaraan pribadi, kendaraan
untuk kepentingan umum, dan alat-alat berat.

1) Untuk kendaraan pribadi, kepemilikannya didasarkan atas nama dan/atau
alamat yang sama. Tarif PKB untuk kendaraan pribadi ditetapkan
sebagai berikut :

a) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, paling rendah
sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b) untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif
dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% {dua
persen).dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2) Untuk. kendaraan kepentingan umum metliputi angkutan wmum,
ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan
keagamaan, Pemerintab/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan
kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tarif PKB
ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan

paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
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3) Untuk alat-alat berat dan alat alat besar, tarif PKB ditetapkan paling
rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar

0,2% (nol koma dua persen).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk

kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak progresif diterapkan

untuk berbagai tujuan:

1) Menciptakan rasa keadilan
Agar terciptanya rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat, hal ini
sesuai dengan salah satu konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009, vaitu kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip demokrast, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dengan penérapan pajak progresif, maka orang yang lebih mampu
membeli atau memiliki kendaraan akan membayar PKB lebih tinggi
dari pada orang lain.

2) Meningkatkan Penerimaan PAA
Untuk meningkatkan PAA, pengenaan dan penerapan pajak progresif
dianggap lebih tepat dibandingkan dengan pengenaan pajak tinggi
untuk mobil yang sudah tua atau berumur lebih dari lima tahun, karena
akan menyulitkan masyarakat yang baru mampu membeli mobil bekas.

Selain itu, pengenaan pajak yang tinggi terhadap mobil tua juga tidak
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mudah dilakukan, sebab tidak hanya ditujukan untuk perseorangan,
tetapi juga untuk perusahaan. Misalnya saja, masih banyak angkutan
umum yang sudah tua tetapi masih dioperasikan.
3. Mewujudkan tertib administrasi
Tujuan pengenaan pajak progresif dari sudut lain adalah agar
terciptanya tertib administrasi, nama yang f{ercantum dalam
STNK/BPKB dan dalam SKPD adalah benar-benar pemilik yang sah
dan belum berpindah tangan. Dengan tertib administrasi tersebut,
polisi bisa cepat menghubungi keluarga korban apabila ada
kecelakaan lalu lintas karena ada kepastian identitas yang valid
terhadap pemilik kendaraan bermotor. Tertib administrasi lainnya
adalah terdapatnya kesesuaian data antara kendaraan dengan identitas
pemilik pada saat atau masa kepemilikan kendaraan.
4. Mengurangi tingkat kemacetan di dacrah perkotaan

Penerapan Pajak progresif juga diharapkan dapat mengurangi tingkat
kemacetan di kota-kota besar, sebab pertumbuhan kendaraan pribadi
begitu pesat dari tahun ke tahun, sehingga titik beratnya ditujukan
kepada kendaraan pribadi. Penerapan tarif progresif berbeda antara
provinsi dan dibatasi untuk kendaraan pribadi tertentu. Penerapan
pajak progresif di provinsi Jawa Timur, berlaku atas kendaraan
bermotor pribadi roda 4 (empat) dan kendaraan bermotor roda 2 (dua)
dengan isi silinder 250 cc ke atas. Provinsi Nusa Tenggara Barat,

bahkan tidak diberlakukan tarif progresif.
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Untuk dapat menerapkan pajak progresif dibutuhkan tersediannya
database SAMSAT yang akurat dan valid untuk mengantisipasi kepemilikan
kendaraan bermotor atas nama dan alamat yang sama. Dengan penerapan pajak
progresif, maka peran serta masyarakat sangat diharapkan, ketika menjual
kendaraan lama, seharusnya sekalian dengan melakukan mutasi nama, sebab
apabila ini tidak dilakukan maka ketika yang bersangkutan membeli kendaraan
akan terkena dengan pemberlakuan pajak progresif terhadap kendaraan barunya,
cara lain juga dapat dilakukan dengan membuat laporan ke Samsat asal bahwa
kendaraan dengan nopol tertentu yang sudah dijual bukan kendaraan atas
tanggungannya lagi, sehingga perlu diblokir sehingga ketika pemilik baru hendak
menyelesaikan dokumen dapat dilakukan pemutasian pada saat itu.

Namun demikian, hal ini akan berakibat masyarakat yang membeli
kendaraan bekas melalui lembaga pembiayaan (leasing) kesulitan mengurus
pajaknya karena sudah diblokir dan jika balik nama BPKB-nya masih menjadi
agunan.

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
dengan dasar pengenaan pajak. PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat kendaraan bermotor terdaftar dan dilakukan bersamaan dengan penerbitan
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor. Untuk pemungutan pajak tahun
berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pembayaran PKB diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi

dalam Samsat bersamaan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor,

dan pembayaran SWDKLL. Sarana dan prasarana penyelenggaraan Samsat
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disediakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan mekanisme penyelenggaraan
SAMSAT dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pelaksanaan Samsat diarahkan untuk menjamin kelancaran pelayanan
administrasi lLalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan Pembayaran PKB/BBNKB serta SWDKLL.

5. Mckanisme Pengelolaan BBNKB

Berdasarkan UtJ No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan
dan Jalan Bea Balik Nama Kendaraan, yang selanjutnya. disingkat BBNKB,
adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat
perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual
beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek
Pajak BBNKB adatah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Subjek Pajak BBNKB. menurut pasal 10 Ayat (1} Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan adalah orang
pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Dalam
pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan dan Jalan. Dijelaskan bahwa wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi
atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB, yaitu HPU atas suvatu
kendaraan bermotor. HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai
sumber data yang sesuai dengan BBNKB yang terutang, yang dipungut di wilayah

daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Menururt Pasal 13 Ayat (2) Undang-
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Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Jalan,
BBNKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor
terdaftar. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran.

Wajib Pajak atas BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan
bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat
penyerahan. Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur
atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
saat penyerahan. Laporan tersebut paling sedikit berisi :

a.  nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan;
b.  tanggal, bulan, dan tahun penyerahan;

c.  nomor polisi kendaraan bermotor;

d.  lampiran fotokopi Surat Tanda Nemor Kendaraan Bermotor; dan

¢.  khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal.

Dengan adanya laporan dari pemilik lama atas terjadinya mutasi hak
terhadap Kkenderaan. miliknya pada saat penyerahan hak terjadi dapat
mempermudah fihak dinas terkait dan SAMSAT dalam menata dokumen
kendaraan yang telah dialihnamakan atau dialihhakkan. Pada sisi lain pemilik
lama akan terbebas dengan segala hal yang menyangkut dengan hokum atas

operastonal kendaraan tersebut.
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6. Kondisi Kendaraan Bermotor Non BL

Problema kendaraan non Bl. yang dimiliki oleh masyarakat Aceh Selatan
secara detil dan ril belum dapat dipastikan, hal ini disebabkan tidak semua
kendaraan second yang dibeli dari luar daerah yang melakukan pendaftaran atau
izin melapor pada Satuan Lantas Polres Aceh Selatan. Kenyataan di Lapangan
secara kasat mata bahwa kendaraan bukan seri BL terutama R4 masih
mendominasi lalu lintas kendaraan bermotor di jalan dalam lingkup Kabupaten
Aceh Selatan.

Dari hasil observasi di lapangan didapatkan data bahwa kondisi kendaraan
bukan BL yang melakukan pendaftaran sebanyak 950 unit dalam tahun 2012
belum proporsional, hanya masyarakat yang malas bermain umpet-umpetan atau
masyarakat yang tergolong taat aturan yang melakukan pendaftaran izin menetap
sementara, selebihnya masih banyak yang belum mengindahkan hal tersebut.

Kondisi masih tingginya dominasi kendaraan bukan BL dengan Nopol
BK dan B dari kendaran second yang dibeli oleh masyarakat Aceh Selatan dari
luar daerah, discbabkan tingginya mutasi perjalanan pemilik kendaraan yang
masuk katagori masyarakat kelas menengah ke atas Medan Sumatra Utara, dengan
tujuan belanja dan rekreasi dan lain sebagainya.

Di bawah ini ditampilkan table tentang kendaraan Non BL yang
melakukan pendaftaran atau izin lapor ke Satuan Lantas Polres Aceh Selatan

tahun 2012, sebagai berikut :
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Tabel 4.4 Jumlah Ranmor bukan BL yang Mendaftar pada Satlantas

Tapaktuan
Tahun Bulan Jumlah |
Januari 25
Pebruari 30
Maret 23
April 23
Mei 23
2012 Juni 17
Juli 24
Agustus 17
September 18
Oktober 25
Nopember 12
Desember 22
Total................ 259

Sumber : Satuan Lantas Polres Aceh Selatan, 2013

16/41988.pdf

Dari hasil observasi di lapangan didapatkan data bahwa kondisi kendaraan

Non BL yang melakukan pendaftaran sebanyak 259 unit dalam tahun 2012

belum proporsional, hanya masyarakat yang malas bermain umpet-umpetan atau

masyarakat yang tergolong taat aturan yang melakukan pendaftaran izin menetap

sementara, selebihnya masih banyak yang belum mengindahkan hal tersebut.
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7. Perkembangan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2008-2012
Untuk mengetahui tingkat perkembangan dan pertumbuhan realisasi
penerimaan PKB dan BBN-KB dalam 3 tahun terakhir, dapat dilihat dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan PKB dan Denda PKB tahon 2008/2012

TAHUN | UNIT PKB UNIT DENDA PKB+DENDA
2008 11.123 | 2.046.931.545 | 3.105 | 214.980.565 = | 2.261.912.110
2009 13.206 {2.622.382.575 | 3.681 | 280.603.860" | 2.902.986.435
2010 14.367 | 3.070.441.850 {3.939 |321.258.375 §3.391.700.225
2011 15.933 | 3.685.621.993 | 4.528 |405.205.793 | 4.090.827.786
2012 16.948 | 4.264.131.013 }4.639 | 440.852.754 | 4.705.023.767
JUMLAH | 71.577 | 15.689.508.976 | 19.892 | 1.662.941.347 | 17.352.450.323

Sumber : UPTD VII DPKA, 2013

Tabel di satas menunjukkan perkembangan pertumbuhan unit kendaraan
yang cukup signifikan dari tahun ketahun berikutnya dengan rata-rata kenaikan
dan pertumbuhan 1000 unit dalam setahun. Sementara pertumbuhan angka
realisasi penerimaan sedikit agak berbeda dengan pertumbuhan unit, angka
realisasi penerimaan agak sedikit menurun pada tahun 2010, sementara pada
tahun sebelum dan sesudahnya menunjukka angka rata-rata 60(.000.000,00
pertahun. Sedangkan untuk objek denda PKB menunjukkan angka yang semakin

meningkat dari tahun ketahun berikutnya, demikian juga dengan realisasi
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penerimaan denda PKB juga menunjukkan angka yang semakin meningkat sesuai
dengan jumlah obyeknya. Kondisi meningkatnya obyek dan realisasi denda PKB
disamping akibat adanya peningkatan jumiah kendaraan dari tahun ke tahun juga

menunjukkan angka kesadaran wajib pajak yang mengendur.

Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan BBNKB dan Denda BBNKB tahun 2008/2012

TAHUN : UNIT | BBNKB UNIT | DENDA BBNKB+DENDA
2008 992 207.312.625 | 125 12.400.000 | 219.713.425

2009 1.130 | 200.373.900 | 80 6.655.330" | 207.0629.230

2010 1.204 2ﬁ4.374.800 42 7.191.200 |211.566.000

2011 1.133 220.249.500 | 62 13.625.550 | 233.875.050

2012 1.013 316.225.250 |31 15.558.700 | 331.783.950
JUMLAH | 5472 1.148.536.075 | 340 55.430.780 | 1.203.967.655

Sumber : UPTD Wilayah VII, 2013

Perkembangan [ realisasi penerimaan BBNKB menunjukkan angka yang
semakin meningkat, sementara perkembangan obyek BBNKB terjadi fluktuasi
dalam lima tahun tersebut, sedangkat unit obyck denda BBNKB menunjukkan
angka yang semakin menurun dan realisasi penerimaan obyek BBNKB
mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dalam 5 tahun terakhir tersebut.

Agar dapat diketahui secara lebih rinci tentang uraian dari kedua tabel di
atas sesuai dengan data laporan tahunan Kantor UPTD Wilayah VII DPKKA

dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan PKB sampai dengan akhir bulan

Desember tahun 2012, yaitu penerimaan murni KB. SAMSAT Tapaktuan adalah
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sebesar Rp.4.264.131.013,00 dengan jumlah kenderaan dart semua jenis adalah
sebanyak 16.948 unit sementara realisasi PKB tahun sebelumnya yang dapat
dicapai adalah scbesar Rp.3.685.621.993,0000 dengan jumlah kenderaan dari
semua jenis sebanyak 15.933 unit, berdasarkan kondisi tersebut maka ada
peningkatan realisasi penerimaan sebesar Rp.578.509.020,00 atau 13,56% dan
kenaikan objek penerimaan sebesar 1.015 unit atau 5,98%.

Sementara itu realisasi penerimaan BBN-KB tahun 2012 pada
KB.SAMSAT Tapaktuan adalah sebesar Rp.316.225.250,00 -dengan jumlah
kendaraan bermotor yang melakukan mutasi baik dari luar maupun dari dalam
daerah sebesar 1.013 unit, dan realisasi BBN-KB pada tahun 2011 adalah sebesar
Rp.220.249.500,00 dengan realisasi jumlah mutasi kendaraan sebesar 1.133 unit,
dengan demikian realisasi BBN-KB terjadi peningkatan sebesar Rp.95.975.750,00
atau 30,35% dan jumlah unit minus 120 unit.

Realisasi objek kendaraan bermotor dari sector mutasi bisa terjadi minus
antara tahun 2012 dengan 2011 sebesar 120 unit, akan tetapi realisasi penerimaan
meningkat sebesar 30,35%, hal ini disebabkan objek yang dimutasi dalam tahun
2012 lebih banyak kendaraan roda 4 dibandingkan dalam tahun 2011.

Regulasi kebijakan peningkatan pencrimaan PKB Provinsi Aceh perlu
terus diciptakan dan diupayakan agar sasaran peningkatan penerimaan PAD
setiap tahun dapat dicapai sesuai dengan potensi objek yang ada dalam masing-
masing kabupaten. Bila dilihat dari keadaan ril di lapangan bahwa kendaraan
pribadi yang lalu lalang di jalan besar dalam kabupaten aceh selatan memang

masih didominasi oleh kendaraan bermotor roda dua atau lebih di kenal dengan
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sepeda bermotor (sepmor) diikuti oleh kendaraan pribadi roda empat. Jumlah
kedaraan roda empat pribadi yang lalu lalang di jalan raya tidak semua kendaraan
ber nopol lokal {nopol BL dengan seri T), sebagiannya masih terlihat nopol luar
yang didominasi oleh kendaraan dari Sumatera Utara (BK).

Berdasarkan hasil razia lapangan yang telah dilakukan sebagai agenda
tahunan dan pada tahun 2011} diperoleh data bahwa kepemilikan kendaraan roda 4
(empat) Nomor Polisi Non BL yang terjaring dan membuat pernyataan adalah
sebanyak 680 unit dalam 3 hari pelaksanaan razia lapangan, apabila dalam satu
tahun anggaran dilaksanakan hanya 3 hari razia dapat dijaring kendaraan Nopol
Non BL sebanyak itu, maka diperkirakan bahwa masih banyak kendaraan Roda 4
yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten aceh selatan yang masih menggunakan
NOPOL Luar. Kondisi ini membuat daerah rugi, sebab lalu lalang kendaraan
tersebut menggunakan akses dan sSarana daerah, sementara PKB kendaraan
tersebut mengalir ke daerah luar. Jumiah taksiran sementara kerugian daerah
akibat pembayaran PKB ke daerah luar bisa mencapai 2 Milyar lebih.

Upaya-upaya untuk menumbuhkan kesadaran bagi pemilik kendaraan
bermotor agar membayar PKB tepat waktu dan bagi warga masyarakat yang
masih memiliki kendaraan dengan NOPOL non BL agar segera memutasikan
kenderaannya menjadi NOPOL Aceh (BL) seri T perlu terus disosialisasikan.
Untuk mencapai kondisi ideal tersebut maka kolaborasi yang sinergis antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten perlu ditindakkembangkan
sehingga dapat melahirkan kebijakan yang bias menggugah pemilik kendaraan,

dengan demikian masyarakat pemilik kendaraan bermotor benar-benar merasa
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terlibat aktif dalam pembangunan daerah lewat kesadaran mereka membayar PKB
dan BBN-KB yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya.

Untuk menggairahkan kembali pembayaran PKB yang tidak aktif atau
sudah lama menunggak pembayarannya, maka pemerintah aceh telah menerbitkan
regulasi yang berkaitan dengan kemudahan dan keentengan membayar PKB
terhadap kendaraan yang telah lama menunggak yaitu dengan terbitnya Peraturan
Gubernur Aceh No.22 Tahun 2013, pasal la ayat 1 :"Terhadap kendaraan
bermotor dengan NOPOL BI. yang tidak atau belum melunasi PKB sampai
dengan 1 Januari 2012 diberikan keringanan berupa pembebasan kewajiban
pembayaran PKB”

Dengan masa pelayanan pemberian keringanan dimulai tanggal 20 Mei
2013 dan berakhir pada tanggal 30 Juli 2013.

Dalam upaya menjemput bola sekaligus scbagai salah satu upaya
ckstensifikasi PKB, maka pada tahun yang sama Pemerintah Aceh telah
menelurkan regulasi Kembarnya dari regulasi PKB lokal yaitu memberikan
kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor Nomor Polisi Non BL berupa
pembebasan . BBN-KB tangan kedua dan seterusnya dari NOPOL Luar yang
memutasikan kendaraannya menjadi NOPOL Aceh (BL) sejak tanggal 20 Mei
2013 sampai dengan 31 Oktober 2013 melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor
21 Tahun 2013, Pasal 1 : “Terhadap Kendaraan Bermotor Luar Provinsi Aceh
(Non BL) yang beroperasi dalam wilayah Aceh diberikan pembebasan

pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya”
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Yang terbaru adalah dengan terbitnya Keputusan Gubernur Aceh Nomor
: 973/616/2014 Tanggal 25 agustus 2014, tentang Pembentukan Tim Intensifikasi
Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat dan Alat Besar Serta Pajak Air Permukaan
Tahun Anggaran 2014.

Dalam pengamatan penulis, animo masyarakat untuk menggunakan dan

memanfaatkan kedua regulasi terscbut relatif cukup tinggi, terutama regulasi yang
membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat memanfaatkan peluang
pemutihan BBN-KB, maka diharapkan jumlah obyek PKB pada tahun mendatang
menjadi bertambah, meskipun pada satu sisi realisasi BBN-KB pada tahun ini dani
mutasi kendaraan bermotor dari luar daerah selama 6 bulan adalah nol, akan tetapi
akan berdampak pada peningkatan penerimaan PKB pada tahun ini dan tahun-
tahun berikutnya, dan inilah yang penulis maksud dengan ekstensifikasi obyek
PKB, schingga dengan bertambahnya jumlah kendaraan di Aceh terutama di
Kabupaten Aceh Selatan maka realisasi penerimaan Sektor PKB pada SAMSAT
Aceh Sefatan akan terus meningkat pada tahun mendatang. Kepatuhan dan
kesadaran masyarakat untuk melakukan memutasikan kendaraan miliknya dari
NOPOL luar menjadi NOPOL Aceh Selatan perlu terus disosialisasikan sebab hal
ini mempunyai makna yang cukup strategis dan berkolerasi secara langsung
terhadap peningkatan penerimaan PKB dan BBN-KB.

Sementara kesadaran masyarakat dalam membayar PKB lokal sudah
menunjukkan tingkat yang cukup bagus, hal ini dapat diketahui dengan tingkat

tunggakan pembayaran PKB tiap tahun yang relatif sudah baik, Namun tingkat
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kesadaran untuk memutasikan kendaraan NOPOL Non BL menjadi BL terlihat
masih belum menggembirakan, hal ini ditandai dengan masih tingginya
masyarakat yang memakai mobil dengan NOPOL Non BL dalam lingkungan
masyarakat dan bahkan pejabat.

Upaya peningkatan penerimaan PKB/BBNKB juga dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain lain tingkat pelayanan pada KB.SAMSAT Tapak
tuan harus tetap dipelihara dan ditingkatkan serta pungutan-pungutan yang tidak
perlu dapat dihilangkan, hal ini dapat berpengaruh terhadap, animo masyarakat
membayar kewajibannya dan dengan kondisi demikian akan terjadi peningkatan
terhadap besaran realisasi penerimaan setiap tahunnya.
Fenomena masih tingginya kepemilikan kendaraan bermotor dengan NOPOL non
Aceh (BL) dalam masyarakat Aceh, terutama masyarakat Aceh Selatan dan
tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar PKB yang belum optimal sangat
mempengaruhi laju peningkatan realisasi penerimaan PAA dari sektor PKB dan
BBN-KB.

Berdasarkan kondisi ril yang telah disebutkan di atas menjadi atensi
tersendiri dan. menggugah penulis untuk mengangkat hal tersebut kedalam sebuah
tesis untuk dapat ditindaklanjuti pelaksanaan penelitian sehingga buah dan hasil
analisis yang diperoleh dapat dijadikan acuan untuk dimplementasikan dalam
kebijakan lebih lanjut agar dapat menghasilkan peningkatan realisasi penerimaan

PAA yang proporsional, akuntabel dan rasional.
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B. Pembahasan

Kondist realisasi penerimaan PKB dan BBNKB pada kantor SAMSAT
Tapaktuan Aceh Selatan masih cukup berpeluang untuk ditingkatkan secara
signifikan, proporsional dan realistis pada tahun-tahun mendatang. Hal ini
didasari pada realita di lapangan bahwa lalu lalang kendaraan roda 4 non BL
masih sangat dominan, sehingga dari mutasi kendaraan non BL masih punya
peluang yang cukup besar untuk menambah obyek PKB, selain dari mutasi
kendaraan luar maka sisi tunggakan PKB juga masih bisa ‘diperkecil, sebab
umumnya tunggakan terjadi diawali dengan keterlambatan' membayar PKB
tahunan, sehingga apabila keterlambatan itu dibiarkan dan melewati lebih dan 1
(satu) masa pajak, maka terjadilah apa yang disebut tunggakan pokok PKB.

Faktor lain yang ikut mengambil andil dalam terjadinya keterlambatan
pembayaran oleh wajib pajak adalah jarak tempuh yang jauh dari lokasi wajib
PKB ke kantor SAMSAT, sehingga beberapa faktor ikutan lain akan ikut mengisi
dan memperparah kondisi ini seperti kemalasan dengan jarak tempuh yang jauh
dan keadaan cuaca pada saat hendak datang ke kantor SAMSAT Tapaktuan.
Untuk dapat mengetahui secara benar, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan
maka periu dilakukan analisa ilmiah agar akar masalahnya dapat dibongkar dan
diperoleh solusi yang tepat. Salah satu upaya ilmiah yang digunakan untuk
membedah permasalahan di KB.SAMSAT Tapaktuan adalah dengan

menggunakan SWOT analisis.
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1. SWOT Analisis

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara di lapangan, telah diurut
dan didapatkan beberapa kondisi internal dan ecksternal, penggunaan Analisis
SWOT dalam operasional manajemen adalah untuk mengetahui segala potensi
yang menyangkut dengan kekuatan dan kelemahan pada tataran internal dan dari
sisi eksternal berupa peluang dan ancaman terhadap visi dan misi organisasi KB.
Samsat tepatnya upaya atau misi untuk meningkatkan penerimaan PKB dan
BBNKB.

Dalam memetakan isu strategis dengan menggunakan analisis SWOT
(Strenght, Weekness, Opportunity, Treath), dapat diketahui struktur serta tingkat
strategis dari ke empat faktor tersebut, Menurut Bryson (1995:84) ada dua hal
pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

a. pertama, menilai lingkungan intemal guna mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan organisasi, tiga kategori utama yang dapat membantu adalah
sumber daya manusia (input), strategi sekarang (proses) dan kinerja (output)
dan menilai lingkungan eksternal dengan tiga kategori penting yang mungkin
dipantau, kekuatan dan kecenderungan klien, pelanggan atau peinhayar serta
pesaing dan kolaborator yang aktual dan potensial.

b. kedua, melakukan analisis yang cermat dengan menggabungkan faktor-faktor
di atas untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang perlu dikembangkan
organisasi. Sehingga akan ditemukan strategi efektif yang dapat

dikembangkan oleh organisasi dengan membangun kekuatan dan mengambil
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keuntungan dari peluang seraya meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan
ancaman.

Dengan matrik SWOT ini dapat diketahui isu atau faktor-faktor strategis
yang perlu dikembangkan dimasa yang akan datang dalam pengembangan/
peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB. Teknik analisis matrik SWOT
merupakan tahap awal dalam menemukan isu strategis yang nantinya digunakan
bagi penemuan strategi peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB di kantor
Samsat Tapaktuan. Analisis SWOT memiliki dua kutub yang 'saling menunjang
dan saling memperlemah bila tidak dapat dikelola dengan tepat dan benar, kedua
tutub tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Analisa Internal
Dalam analisa internal terdapat 2 (dua) rumusan baku yaitu Kekuaian dan
Kelemahan yang terkandung - dalam KB.SAMSAT Tapaktuan, hasil
identifikasinya adalah sebagai benkut :
1. Strenght (Kekuatan)

a) Masa Kkerja pegawai relatif lebih 20 tahun dan kekompakan unit

dispenda bagus.

b) Sanksi Disiplin internal tegas

¢) Equipment komputerisasi kantor cukup memadai

d) Petugas menguasai tupoksi dan mampu berbicara dalam 3

bahasa/daerah lokal.

¢) Komplain dilayani dengan cepat

f) Adanya pelayanan Doleansi/pengampunan sebagian denda Pajak
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g) Tersedianya Kotak Saran untuk penyampaian keluhan dan saran
h) Adanya Upabh Pungut dibagi secara berkala atas prestasi capai target.
i) SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) siap dalam 1 hari, Didukung

dengan 1 mesin genset yang representatif.

2. Weakness (kelemahan)
a) Jumlah pegawai masih kurang bila dikaitkan dengan beban tugas.
b) Pendidikan dan pelatihan pegawai relatif masih rendah.
¢} Penguasaan IT oleh setiap petugas belum proporsional
d) Kondisi Fisik Kantor kurang bagus.
¢) Ruang Tunggu masih di teras kantor
f) Belum adanya baju seragam khusus dan Badge pengenal petugas
g) Tidak adanya tempat parkir khusus wajib pajak
h) Belum tersedianya Mushalla dan ruang kantin yang representatif,
1) Ruang arsip kurang representative
b.  Analisa eksternal
Dalam analisa ekstermal juga terdapat dua kondisi, yaitu Peluang dan
Ancaman terhadap KB.SAMSAT, dengan identifikasi adalah sebagai berikut :
1. Peluang (Opportunity)
a) Kolaborasi internal SAMSAT cukup baik
b) Adanya razia/gabungan ranmor

¢} Adanya regulasi PKB/BBN-KB secara berkala.
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d) Panjang Jalan Negara dalam Kabas lebih dari 170 KM dengan
Kualitas cukup baik

e) Masyarakat tergolong taat bayar pajak

f) Tersebarnya Dealer kendaraan resmi roda 2 di beberapa titik dalam
kabas

g} Adanya kemudahan dalam kucuran kredit di Bank Aceh, membuat

jumlah kepemilikan ranmor dalam keluarga meningkat.

2. Ancaman (Threat)

a) Kantor SAMSAT terletak di ibukota’ Kabupaten, sementara jarak
tempuh ke kantor SAMSAT dan kecamatan terujung mencapai 100
km lebih.

b) Wilayah Kabas dekat ‘dengan perbatasan Sumatera Utara sehingga
kepemilikan ranmor R4 non BL masih relatif tinggi

¢) Masih adanya calo dalam penyeiesaian PKB/BBN-KB

d) Masih'tinggt kepemilikan Ranmor tidak sesuai dengan data diri akibat
dari pembelian ranmor sccond antar daerah local yang belum
dimutasi.

e) Tingkat pembekalan teknis pegawai dari Dinas induk masih rendah

Tabel matrik SWOT analisis dapat digambarkan pada bagan berikut ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel 4.7 SWOT ANALYSIS

16/41988.pdf
95

Opportunities
Kolaborasi internal SAMSAT
cukup baik.

. Adanya jadwal razia gabungan

secara tahuman.
Adanya regulasi PKB/BBNKb
secara berkala.

Treats
Kantor SAMSAT terletak di
fbu Kola Kabupaten yang
jarak  termpuh ke Kantor
Samsat dari  Kecamatan
terjung mencapai lebih 100
km.

. Panjang jalan negara dalam | 2. Wilayah Kabas dekat dengan
Kabupaten  Aceh  Selalan perbatasan  Sumatera Ulara
EKSTERNAL {Kabas) lebih dari 170 km sehingga kepemilikan ranmor
dengan kualitas cukup baik. R4 non BL masih relative
. Masyarakat tergolong am tinggi dan regulasi pemutihan
bayar pajak. BBNKB tahun 2013 belum
. Tersebarnya dealer kendaraan dimanfaatkan maksimal.
resmi roda dua di beberapa 3. Masth adanya calo dalam
titik dalam Kabas penyclesaian PKB/BBNKB.
Leasing kendaraan roda dua | 4. Masib tinggi kepemilikan
INTERNAL ada di beberapa Kecamatan ranmor tidak sesuai dengan
dan tersebarnya bengkel resmi data diri akibat dari pembelian
dan tidak resmi secara luas. ranmor second antar daerah
Adanya kemudahan dalam lokal yang belum melakukan
kucuran kredit di Bank Aceh moutasi.
membuat jumah kepemilikan | 5. Tingkat pembekalan teknis
kendaraan  bermotor  dalam pegawai yang diberikan Dinas
keluzrea meninekat Induk masih rendah.
Strengths Strategi 50 Strategi ST
§. Masz ketja pegawai relative lebih dari }.  Sosialisasikan tentang
20 tabun dan kekompakan unit dispenda . Peningkalan kolaborasi pentingnya arti tast
bagus. intemal harus lebih padu kendaraan ke BL seri T.

2. Sanksi disiplin internal tegas. untuk keutuhan team. 2. Pengadzan Samsat keliling
3. Perlengkapan komputer kantor cukup . Penepakan = disiplin  untuk unwk atasi calo dan jarak
memadai. optimalisasi pelayanan. tempuh yang jauh ke Samsat.

4. Petugas menguasai tupoksi dan mampu . Tin_gkat ) pelayanan  kepada | 3. Sosialisasikan tentang adanya

memberikan penjelasan yang terkait wajib pajak. doleansi PKB.
dengan Samsat secara baik. -, Optimatkan pelaksanaan razia
5. Petugas mampu berbahasa dalam <3 ranmor lapangan apgar mutasi
bahasa daerah lokal. ke BL sent T meningkal.
6. Keluhan wajib pajak dilayani dengan | 5- Optimalkan perawalan
cepat. komputerisasi  dan  mesin
7. Tersedia kotak saran untuk kantor.
menyampaikan kelubhan dan saram.
8 Adanya wpah pungut dibagi secara
berkala atas prestasi capai target.
9. SKPD (Surat Keietapan Pajak Daerah)
siap dalam 1 hari,
10. Didukung dengan | mesian genset yang
rcpesentative.
Weaknesses Strategi WO Strategi WT
1. Jumlah pegawai masih kurang bila Menyediakan mushalla dan
dikaitkan dengan beban tugas. kantin yang repentauf, 1. Upayakan peningkatan
2. Pendidikan dan pelatthan pegawai Menyampaikan usulan ketrampilan teknis pegawai.
relative masib rendah. tambahan pegawai dan atau
3. Penguasaan IT oleh setiap petugas tenaga kontrak. 2. Perketat syarat pembayaran
bejum proposional. Melakukan pembenahana fisik agar melampirkan KTP.

Ruang munggu masih di teras kantor.
Kondisi fisik kantor masih belum bagus.
Behen adanya baju seragam khusus dan
badge pengenal  petugas  belum
dialokasikan.

Tidak adanya tempat parkir khusus
wajib pajak.

Belum tersedianya mushalla dan kantin
yang represenlatif.

Ruang arsip kurang representative.

kantor agar asri dan nyaman.
Penambahan dan pembenahan
ruang tunggu wajib pajak.
Pengadaan baju dan badge
khusus Samsat.
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Dari tabel SWOT tersebut diatas, telah dikembangkan 4 (empat) macam
strategi dari hasil silang antara internal dan eksternal, dari item kckuatan dengan
peluang melahirkan 5 SO (Strenght+Opportunity); kekuatan dengan ancaman
melahirkan 3 ST (Strenght + Threat); dan antara kelemahan dengan peluang
melahirkan 5 WO (Weakness + Opportunity); kelemahan dengan ancaman
melahirkan 2 WT (Weakness + Threats).

Strategi-strategi tersebut adalah merupakan manifestasi dari kolaborasi
item SWOT yang dapat diartikualasikan sebagai berikut :

1) Strategi SO (strength opportunity strategy) adalah strategi yang digunakan
untuk mendapatkan keuntungan dari kekuatan yang ada di lingkungan internal
dan peluang yang ada di lingkungan ekstérnal, didapat 5 (lima) strategi
sebagai berikut :

a) Peningkatan kolaborasi internal harus lebih padu untuk keutuhan team
b) Penegakan disiplin untuk optimalisasi pelayanan

¢) Tingkatkan pelayanan kepada wajib pajak

d) Optimalkan pelaksanaan razia ranmor japangan agar mutasi meningkat

¢) Optimalkan perawatan komputerisasi dan mesin kantor

2) Strategi WO (weakness opportunity strategy) yaitu strategi yang digunakan
untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari
lingkungan eksternal, diperoleh 5 (lima) strategi, yaitu ;

a) Menyediakan mushalla dan kantin yang representatif

b)  Menyampaikan Usul tambahan pegawai dan atau tenaga kontrak
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c) Melakukan pembenahan fisik kantor agar asrt dan nyaman
d) Penambahan dan pembenahan ruang tunggu wajib pajak

e) Pengadaan baju dan badge khusus samsat

3) Stwrategi ST (strength threat strategy) yaitu strategi yang digunakan untuk
memanfaatkan kekuatan internal dalam upaya menghindari atau
meminimalisir ancaman dari lingkungan eksternal, didapat 3 (tiga) Strategi
sebagai berikut :

a) Sosialisasikan tentang pentingnya arti mutasi kendaraan ke BL seri T
b) Pengadaan samsat keliling untuk atasi calo dan jarak tempuh ke samsat

c) Sosialisasikan tentang adanya doleansi PKB

4) Strategi WT (weakness threat strategy) yaitu strategi yang digunakan dengan
memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari
lingkungan eksternai, diperoleh 2 (dua) item strategi sebagai berikut :

a) Upayakan peningkatan ketrampilan teknis pegawai (W1, W2, W3 + T5)

b) Perketat syarat pembayaran agar melampirkan KTP (W3 + T4)

Hasil dari interaksi antara faktor internai dan faktor eksternal di
lingkungan organisasi SAMSAT Tapaktuan adalah isu-isu strategis yang
kemudian akan diberikan penilaian dengan menggunakan Litmus Test guna

menentukan skala prioritas terhadap isu-isu yang harus ditangani. Dari hasil
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penilaian terhadap isu-isu tersebut, maka dapat ditentukan strategi-strategi yang

akan ditetapkan guna memecahkan isu-isu dimaksud.

2. Isu-isu strategis
Berdasarkan 4 model isu strategi diatas, maka dapat dibuat tabulasi dan
sebaran dari isu-isu strategis tersebut, sebagai berikut :
a. Peningkatan Kolaborasi internal harus lebih padu untuk keutuhan team
b. Penegakan disiplin untuk optimalisasi pelayanan
¢. Tingkatkan pelayanan kepada wajib pajak
d. Optimalkan pelaksanaan razia ranmor lapangan agar mutasi meningkat.
¢. Optimalkan perawatan komputerisasi dan mesin kantor
f. Menyediakan mushalla dan kantin yang representatif
g. Menyampaikan Usul tambahan pegawai dan atau tenaga kontrak
h. Melakukan pembenahi fisik kantor agar asri dan nyaman.
i. Penambahan dan pembenahan ruang tunggu wajib pajak.
J- Pengadaan bajudan badge khusus samsat.
k. Sosialisasikan tentang pentingnya arti mutasi kendaraan ke BL seri T
. Pengadaan samsat keliling untuk atasi calo dan jarak tempuh ke samsat
m. Sosialisasikan adanya doleansi/pengampunan sebagian denda PKB.
n. Upayakan peningkatan ketrampilan teknis pegawai.

0. Perketat syarat pembayaran agar melampirkan KTP.
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Dari 15 (lima belas) item isu strategis tersebut diatas, maka selanjutnya
dimasukkan kedalam litmus test (lihat lampiran) untuk dapat diketahui dari
keseluruhan isu tersebut yang mana yang mendapat skoring tertinggi. Skor yang
paling tinggi menunjukkan tingkat isu tersebut adalah paling urgen untuk tindak
lanjuti dengan kebijakan manajemen lebih lanjut sehingga realisasi penerimaan
PKB dan BBNKB akan dapat dicapai secara maksimal. Hasil litmust test dibuat

scoring untuk mendapatkan jumlahnya, sebagai berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41988.pdf
104

Tabel 4.8 Hasil Test Litmus Untuk Isu-Isu Strategis Kantor
Samsat Tapaktuan Dalam Rangka Peningkatan
Penerimaan PKB dan BBNKB

SCORE

No Isu Jumlah
Strategis | 1 :2|31/4 |56 7181910111213 14}15

1 T3ty 2|3y2(tf2yt12 (17212131127
2 2903|3112 2¢ 0211020323211 712]29
3 203 12(3y3 (31231 (272({3123131313]37
4 3131204322311 4}2 34313234
5 P22 )10 (201 (131372480271} 21{23
6 Ly2(2¢1 (2121113340 431V3(211}2127
7 3202031043129 001 2834313111213
8 3i303 |12 (A 043 1133721 1]2]30
9 2004230 A3 31 (3 (3 12 |1 {2 |27
10 372 )0 ()33 1231181 {2 |3 (213 12 30
11 39303ty 2 3ttt 1312 (5401 1 {29
12 2131213131212 3 433 ]2 {1 2 |31
13 3313 (v (212410t 1313 (2 131213 (3 |35
14 P{Yyj 2921343310131 12 13 (2 (2 |1 |2 |27
15 20312922 |23 )12 33 [P 1301 {2 |31

Sumber : Data diolah

Berdasarkan table di atas diperoleh jumlah nilai atan

skor terendah

dengan nilai 23 dan tertinggi 37. Untuk mencari isu paling strategis dari 15 (lima
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belas) isu strategis yang sudah diskoring, maka didapatkan 6 (enam) isu paling
strategis yang harus segera dicari solusi penyelesaiannya, Keenam isu strategis
tersebut adalah :
a. Tingkat pelayanan kepada wajib pajak
(score : 37)
b. Pengadaan Samsat keliling
(score ; 35)
¢. Optimalisasi intensitas razia ranmor
(score : 34)
d. Penambahan jumlah pegawai
(score : 32)
e. Peningkatan ketrampiian teknis pegawai
(score : 31)
f.  Memperketat dokumen pembayaran

(score : 31)

3. Implementasi manajemen strategis
Untuk dapat dioperasionalkan 6 (enam) issue-isue strategis tersebut harus
dibuat langkah manajemen strategis tahap berikutnya yaitu dengan memperbaiki
system vyang sudah ada, dengan penambahan yang masih kurang dan dengan
pengadaan terhadap barang atau sarana yang belum ada.
Di bawah 1ini akan diuraikan langkah-langkah strategis untuk

diimplementasikan oleh KB.SAMSAT Tapaktuan, uraian disajikan sesuai dengan
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urutan Skor dari issuc strategis yang merupakan keluaran output dari litmus test,

vaitu sebagai berikut:
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Test Litmus (3) --> Isu Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesamsatan

1166%1 988.pdf

No | Pertanyaan SKOR
(Operasional =~ ———--memmrimv Sirategis)
-2
1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
2. Berapa luas  pengaruh  isu
terscbut terhadap organisasi? Sehagian Beberapa bagian { Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >23%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target
4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:
a. Mengkaji ulang isi
Tupoksi dan Sistem Tidak - Ya
b. Menyusun rencana
dan jtem aksi untuk
mutu pelayanan Tidak - Ya
c.  Merevisi tupoksi dan
protap pelayanan Tidak - Ya
d. Mengarahkan petugas
agar berbuat serta
bertindak laik layan
sesuai kandungan
tupoksi dan protap
petugas Tidak - Ya
e. Mengontrol secara
berkala terhadap
petugas yang memberi
pelayanan Tidak - Ya
5. Apakah pendekatan terbaik j Melanjutkan Mengontrol Reen aluasi
yang harus dipertimbangkan? pola lama pelayanan Rescheduling
Revisi
Coordinating
Controling
6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan Kasubbag TU Kepala UPTD
mampu .menanggulangi isu KaSubbag TU
terseburt? Kasi Pungutan
7. Apa konsckuensi yang bakal | Tidak ada - Mutu  layanan
terjadi “bila isu tersebut tidak rendah, wajib
ditindak? pajak tidak
nyaman
8. Berapa jumlah dinas/instansi | Tidak ada Ekstrernal Internal Samsat :
yang terlibat dalam Dispenda,
pengelolaan isu ini? Polantas,
Jasa Raharja
9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
1 politik, religious dan cultural?
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Pelayanan merupakan produk terpenting dalam sebuah organisasi seperti
KB.SAMSAT yang menyangkut dengan orang banyak. Pelayanan yang baik
dimulai dari senyum, sapa dan ramah. Tindak lanjutnya adalah kecepatan dan
keakuratan dalam penyelesaian dokumen kendaraan. Keramahan yang amat
sangatpun tidak akan bermakna apabila tidak didukung dengan kecepatan
penyelesaian berkas dokumen kendaraan, pelayanan memang merupakan gerbang
emas dalam proses penyelesaian dokumen dan atau pemberian informasi,
sehingga para customer (wajib pajak) PKB/BBNKB merasa dipeduli, diayomi dan
merasa puas dengan pelayanan itu sendiri.

Untuk itu pemegang kebijakan pada kantor bersama SAMSAT Tapaktuan dan
dilandasi atas kolaborasi internal yang cukup baik harus :
1) Proaktif memberi intruksi agar para staf dapat bertindak sopan, ramah dan
bersahabat.
2) Melakukan pemantauan agar SOP berjalan sesuai dengan ketentuan.
3) Menjamin ketersediaan sarana minuman isi ulang gratis.

4. Mengamatisecara temporer terhadap pelayanan dari staf dan staf unit lain
dan'segera melakukan rapat staf atau koordinasi dengan unit lain bila ada
kejanggalan yang terpantau.

Dengan demikian para wajib pajak merasa nyaman daa puas ketika datang
untuk membayar PKB/BBNKB dan penyeiesaian dokumen lain ke kantor

SAMSAT Tapaktuan.
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b. Pengadaan Samsat keliling
Test Litmus (13) ~> Isu Strategis : Pengadaan SAMSAT Keliling
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No | Pertanyaan SKOR
{Operasional ——meemare—e————  Sirotegis}
>
i Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelummya Sekarang Tahun depan
2. Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? Schagian Beberapa bagian | Seluruh bagjan
3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target
4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:
a. Memberikan
pertimbangan tentang
luasnya daerah
layanan Samsat
Tapaktuan Tidak - Ya
b. Mengajukan
permintaan mobil dan
perlengkapan  yang
dibutuhkan Tidak - Ya
c. Melakukan
koordinasi  internal
Samsat  Tapaktuan
untuk pengaturan
jadwal tugas Tidak - Ya
d. Mengarahkan
pegawat yang bakal
ditugaskan untuk
implementasi Samsat | Tidak - Ya
keliling
¢. Menugaskan pegawai
untuk
mengoperasionalkan | Tidak - Ya
Samsat Keliling
5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan Mengadakan Membert
yang harus dipertimbangkan? saja Pertimbangan,
Mengusuikan,
Mengoperasikan
6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan Kasnbbag TU Kepala UPTD
mampu menangguiangi  isu Kadis
terseburt? Gub
7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Kurang optimal | Wajib pajak puas,
terjadi bila isu tersebut tidak layanan Layanan optimal,
ditindak? Realisasi
Penerimaan
Meningkat.
8. Berapa jumlah dinas/instansi | 1 Instansi 2 instansi 3 instansi
yang terlibat dalam
pengelofaan isu ini?
9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social.
politik, religious dan cultural?
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SAMSAT keliling merupakan produk pelayanan kesamsatan yang mobile,
pada masa zaman yang sudah maju, penghematan waktu merupakan kebutuhan
mutlak oleh setiap orang termasuk para wajib pajak, maka keberadaan SAMSAT
keliling (Mobile SAMSAT) harus menjadi penting untuk diwujudkan, hal ini
ditujukan disamping untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sebagai
upaya menjemput bola juga untuk mempersingkat waktu wajib PKB dalam
menyelesaikan kewajibannya.

Pengadaan SAMSAT keliling dalam kabupaten Aceh Selatan merupakan
pula kebutuhan geografis, sebab ada daerah terjauh yang harus datang ke kantor
SAMSAT Tapaktuan dengan menempuh jarak lebih dari 100 KM. SAMSAT
keliling merupakan bagian tersendiri dari produk pelayanan kepada masyarakat
wajib pajak, agar pelayanan SAMSAT ‘mobile dapat terwujud dengan segera di
Kabupaten Aceh Selatan, -maka pemegang kebijakan pada KB.SAMSAT
Tapaktuan harus :

1) Menyampaikan kondisi ril geografis dan mengusulkan biaya dalam
anggaran tahun depan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

2) Mengatur dan menschedule jadwal pelayanan untuk mencapai kedua sisi
terujung Kabupaten Aceh Selatan kedalam pelayanan mingguan.
Implementasi layanan SAMSAT Mobile dapat memberikan proteksi dan

bantuan kepada wajib pajak untuk tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk
BBM dan akomodasi dalam mendatangi KB.SAMSAT dengan jarak 100 Km

lebih. Pelayanan wajib pajak dengan SAMSAT mobile mampu memberikan
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kepuasan leih bagi masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor dalam Kabupaten

Aceh Selatan.
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¢. Optimalisasi intensitas razia ranmor

Test Litmus (4) --> 1su Strategis : Optimalisasi Razia KB
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No | Pertanyaan SKOR
(Operasional —--rememeenemeen - Strategis)
-
1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
2. Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? | Sebagian Beberapa Seluruh bagian
bagian
3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Drari Target
4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu
tersebut: Tidak - Ya
a. Merencanakan Razia | Tidak - Ya
b. Memfloting Tidak - Ya
anggaran Tidak - Ya
c. Menghubungi
instansi Tidak - Ya
d. Melaksanakan Razia
€. Membuat  pertang
jawaban pel razia
5. Apakah pendekatan terbaik | Menyurati Menghubungi Konsultasi
yang harus Koordinasi
dipertimbangkan? Kolaborasi
6. Tingkat manajemen  apa | Kasi Pungutan | Kasubbag TU Kepala UPTD
yang mampu menanggulangi Kabid PAA
isu terseburt? Kadis
7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Lemah Sanksi Penerimaan
terjadi bila isu tersebut tidak dan  realisasi
ditindak? PKB/BBN-KB
rendah.
8. Berapa jumlah dinas/instansi | 1 Dinas 3 Dinas >3 Dinas
yang terlibat dalam
pengelolaan tsu ini?
9. Bagaimana tingkat | Kurang Sedang Kuat
sensitivitas isu ini terhadap
nilai social, politik, religious
dan cultural?
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Razia kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana untuk sosialisasi
PKB dan BBNKB dan sckaligus scbagai alat untuk pressing wajib pajak vang
masih lalai dalam menunaikan kewajiban tahunannya untuk membayar PKB tepat
waktu. Pelaksanaan razia gabungan atas permintaan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan Acch melalui Kantor UPTD Wilayah VIl harus tetap terlaksana
kontinyu dan konsisten, dengan demikian :

1) Intensitas pelaksanaan razia harus ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun
dari sisi kuantitas dan kuantum pelaksanaan setiap tahun berjalan.

2} Sebagai alat pressing yang efektif maka kuantitas pelaksanaan razia perlu
diusulkan dari i kali dalam 1 tahun anggaran menjadi 4 kali dalam [ tahun
anggaran.

Pelaksanaan razia harus ditata untuk mencukupi dan atau menutupi areal
fokus kabupaten Aceh Selatan, agar tidak ada daerah yang terbebas dari
pelaksanaan razia lapangan gabungan, hal ini cukup penting untuk
diimplementasikan, sebab dengan kondisi daerah kabupaten Aceh Selatan yang
panjang bisa membuat para penunggak pajak menghindari daecrah-daerah
kecamatan vyang. ditentukan sebagai lokasi pelaksanaan razia dan sedang

melaksanakan razia gabungan.
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d. Penambahan jumlah pegawai

Test Litmus (7) --> Isu Strategis : Penambahan Jumlah Pegawai
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No | Pertanyaan SKOR
(Operasional —mmmemmeememm————  Strategis)
~-

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? | Sebagian Beberapa Seluruh

bagian bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. | Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu
tersebut:

a  Mengevaluasi beban | Tidak - Ya
tugas kantor

b. Mengkalkulasi
jumlah  kebutuhan | Tidak - Ya
pegawai yvang ideal

¢. Mengusulkan
penambahan atau | Tidak - Ya
perpindahan pegawai

d. Mengusulkan
penambahan Tidak - Ya
pegawai kontrak

e. Membagi habis tugas | Tidak - Ya
kepada para pegawai

5. Apakah pendekatan _terbaik | Membiarkan Mengusulkan Memutasi,
yang harus | saja Meminta
dipertimbangkan? tambahan

pegawai

6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan | Kasubbag TU Kepala UPTD
mampu ‘menanggulangi isu Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Layanan tidak { Tidak tercapai
terjadi bila isu tersebut tidak optimal tuntas tugas
ditindak?

8. Berapa jumlah dinas/instansi | Tidak ada Internal Eksternal
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat | Kurang Sedang Kuat
sensitivitas isu ini terhadap
nilai social, politik, religious
dan cultural?
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Pegawai merupakan motor utama dalam menjalankan tugas manajemen pada
kantor bersama SAMSAT Tapaktuan. Keberadaan pegawai dalam jumlah yang
cukup sangat mutlak difikirkan dan dipertimbangkan, sehingga semua beban tugas
dapat terbagi habis kepada petugas. KB.SAMSAT mempunyai sistem Kena
dengan model “ban berjalan” arus penyelesaian dokumen mengalir dart satu loket
ke loket berikutnya, apabila para petugas tidak mencukupi, maka akan terjadi
kevakuman pada pos-pos tertentu atau loket-loket tertentu, schingga dengan
kondisi ini dapat terjadi kemacetan pada loket tertentu dan akan membawa
dampak pada keterlambatan penyelesaian dokumen kendaraan.

Kondisi jumlah pegawai untuk SAMSAT Tapaktuan masih kurang bila
dilihat dari kondisi ideal bergulirnya sebuah proses keja pada KB.SAMSAT.
untuk kondisi ideal unit PKB/BBNKB pada kantor SAMSAT Tapaktuan harus
memiliki 6 pegawai/petugas tidak fermasuk Kepala Unit yang akan ditempatkan
pada loket dan pos-pos lainnya dalam menghandel penyelesaian dokumen pada
kantor bersama SAMSAT. Dengan demikian jumlah pegawai pada KB.SAMSAT
Tapaktuan pada saat sekarang hanya 4 (empat) orang , dengan demikian masih
kurang 2 (dua) orang PNS lagi. Keenam orang petugas/pegawai yang ditempatkan
pada unit PKB/BBNKB adalah dengan tugas :

1) Petugas Penetapan
2) Kasir

3) Operator Komputer !
4) Operator Komputer 2

5) Korektor
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6) Petugas kearsipan PKB/BBNKB

Kondisi kekurangan jumlah pegawai pada kantor bersama SAMSAT
Tapaktuan harus segera ditanggulangi dengan  menyampaikan dan
memberitahukan kondisi tersebut ke Dinas Induk di Banda Aceh, sehingga dalam
tahun mendatang kekurangan jumlah pegawai tersebut akan teratasi dan sasaran

untuk memberikan pelayanan maksimal kepada para wajib pajak dapat dilakukan

dengan sempurna.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



e. Peningkatan ketrampilan teknis pegawati
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Test Litmus (12) —> Isu Strategis : Peningkatan Ketrampilan Teknis Pegawai

No | Pertanyaan SKOR
(Operasional ~ ~~-——oeemem— Strategis)
e

I Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa lnas pengaruh isn
tersebut terhadap organisasi? | Sebagian Beberapa Seluruh bagian

bagian

3. | Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang  10- : Besar >25%
bagi organisasi? Dan Target 25% Dari Target

Dari Target
4, | Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:
a.  Menginventarisir
jumlah pegawai yang
harus di diklat Tidak - Ya
b. Mengajukan nama-
nama yang bakal
mengikuti diklat Tidak - Ya
c. Mengarahkan
pegawai yang bakal
ditugaskan untuk § Tidak - Ya
mengikuti diklat
d. Menugaskan pegawai | Tidak - Ya
untuk mengikuti
diklat
e. Memantau kehadiran | Tidak - Ya
dan  perkembangan
dalam diklak

5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan Merubah Mengusulkan,

yang bams dipertimbangkan? | saja Mengirim,
Mendiklatkan

6. Tingkat manajemen apa vang | Kasi Pungutan | Kasubbag Kepala UPTD
mamph _ menanggulangi isu TU Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Kurang cakap | Cakap  dalam
terjadi bila isu tersebut tidak tugas, percaya
ditindak? diri tinggi,

wajib pajak
puas

8. Berapa jumlah dinas/instansi | | Instansi 2 instansi 3 instansi
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cultural?
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Ketrampilan para pegawai yang melaksanakan tugas pada KB.SAMSAT
Tapaktuan terus harus diupgrade secara berkala. Para pegawat KB.SAMSAT dari
unit PKB/BBNKB berada dibawah Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Satuan
kerja ini merupakan Satuan Kerja Teknis yang memiliki standar kerja yang
khusus, dengan demikian diperlukan pembekalan secara berkala sehingga
pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan standar yang
diharapkan.

Implementasi peningkatan ketrampilan teknis pegawai unit PKB/BBNKB
pada Kantor Bersama SAMSAT harus ditempuh dengan :

1) Pembekalan internal oleh Kepala UPTD Wilayah VII
2) Pembekalan eksternal yang ditentukan oleh Dinas Induk
3) Membuat schedule petugas yang akan dikirim untuk diklat eksternal.

Peningkatan kctrampilan para, pelaksana dari unit PKB/BBNKB pada
KB.SAMSAT Tapaktuan memang diperlukan untuk diupgrade secara terus
menerus baik secara internal maupun ekstermal dengan mengikutsertakan merecka
pada Diklat-diklat tertentu, baik yang dilaksanakan di Aceh maupun di luar Aceh.
Pegawai yang memiliki ketrampilan yang memadai dengan tuntutan tugas
merupakan nilai tambah tersendiri untuk meningkatkan pelayanan kepada para
wajib pajak kendaraan bermotor yang berhubungan dengan kecepatan dan

keakurasian dalam proses penyelesaian dokumen PKI3/BBNKB.
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. Memperketat dokumen pembayaran

Test Litmus (15) —-> Isu Strategis : Perketat ltem DokumenPembayaran
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No | Pertanyaan SKOR
{Operasional ~  -———snemem -—  Sirategis)
-

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebetumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa luas  pengaruh  isu
tersebut terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian | Seluruh bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:

a. Membuat  beberapa

item  tertulis tentang

Syarat pembayaran

PKB/BBN-KB Tidak - Ya
b. Menempelkan  item

informasi di papan

penzumuman Tidak - Ya
¢. Meneliti  keabsahan

dokumen dari wajib

PKB/BBN-KB Tidak - Ya
d. Mengarahkan  wajib

pajak tentang

porosedur lanjutan

yang harus ditempuh Tidak - Ya
e. Menerima dan

Menyelesaikan proses

pembayaran dan

mutasi PKB/BBN-KB_ | Tidak - Ya

5. Apakah pendekatan _terbaik | Membiarkan saja | Membenahi Melakukan

yang harus dipertimbangkan? koordinasi
internal Samsat,
Memnbuat
syarat  tertulis,
Meneliti
keabsahan
dokumen

6, Tingkat-manajemen apa yang | Staf Kasi Pungutan KTU
mampu menanggulangi  isu Kepala UPTD
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Banyak Mutasi Ranmor,
tefjadi bila isu tersebut tidak Tunggakan Peningkatan
ditindak? BBN-KB Penerimaan

BBN-KB

8. Berapa jumlah dinas/instansi | I Instansi 2 instansi 3 instansi
yang terlibat dalam pengelolaan
isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cultural?
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Dalam memproses penyelesaian dokumen kendaraan bermotor diperlukan
ketajaman dan kehatihatian meneliti berkas yang diajukan dan yang dibawa olch
wajib pajak. Petugas diharapkan mampu meneliti dengan seksama terhadap setiap
dokumen kendaraan untuk mendeteksi apakah kendaraan tersebut benar masih
belum terjadi alih tangan atau apakah telah terjadi pemindahan hak atas kendaraan
yang menjadi objek PKB.

Kendaraan yang telah dialihkan hak atasnya merupakan salah satu obyek
penerimaan untuk ditarik BBNKB, disanalah diperlukan kejelian petugas untuk
mengetahui apakah kondisi kendaraan tersebut sudah beralih hak atau belum. Alat
untuk mengontrol kondisi tersebut adalah dengan meminta dihadirkan kartu tanda
pengenal dari pemilik, yang disesuaikan' dengan wajah yang mendatangi
KB.SAMSAT.

Proses pengetatan atas setiap dokumen kendaraan bermotor yang masuk
dan mendaftar pada ke KB. SAMSAT Tapaktuan terutama pada unit
PKB/BBNKB adalah meripakan bagian dan proses intensifikasi pungutan
PKB/BBNKB, melalui jalan :

1) Meneliti tanggal fiscal antar daerah atas kendaraan bermotor yang mutasi dan
luar.
2) Meneliti tanggal jatuh tempo sekaligus identitas pemilik terhadap kendaraan
local.
3) Menelit detil jenis kendaraan dan tahun pembuatan
Proses ini harus diimplementasikan secara ketat agar tidak terjadi

kecolongan atas fiscal yang seharusnya telah didenda; masyarakat yang membeli
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kendaraan second dan belum dimutasi; dan atau kesalahan penetapan yang tidak
sesuat jenis dan tahun kendaraan bermotor, sehingga merugikan daerah. Upaya
pengetatan dokumen pembayaran beserta identitas pendukung merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dalam proses peningkatan penerimaan PKB/BBNKB.
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BABY

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan dari awal sampai dengan selesainya bab pembahasan dengan
segala uraian yang telah disajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi
peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama SAMSAT

Tapaktuan dapat diupayakan melalui :

I. Pelayanan merupakan tolok ukur yang awal dan konkrit untuk dapat
memuaskan para customer (wajib pajak) yang datang membawa uang untuk
disetor ke kas Negara/daerah. Sistem pelayanan yang diberikan oleh aparatur
SAMSAT Tapaktuan belum mencapai pada tataran yang optimal proporsional,
baik dari sisi senyum, tegur, sapa sebagaimana lazim yang dituntut dalam
sebuah sistem pelayanan yang baik, juga dalam hal penyediaan sarana dan
prasarana pendukung untuk kepentingan wajib pajak yang hadir ke kantor
SAMSAT belum teralokasi dengan sempuma.

2. Kondisi geografis daerah kabupaten Aceh Selatan dengan panjang garis pantai
dan jalan negara yang mencapai 171 km memang membutuhkan pelayanan
dengan model SAMSAT keliling (mobile) dalam rangka untuk menjemput
pajak kendaraan bermotor ke daerah terjauh dan terujung dari kabupaten Aceh

Selatan secara berkala. Terjadinya tunggakan pajak dan atau denda pajak yang

122
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lumayan relatif besar, tidak terlepas dengan jarak tempuh yang jauh dari
pemukian terujung dari wilayah kabupaten Aceh Selatan.

3. Razia kendaraan bermotor gabungan merupakan alat pressing dan sekaligus
juga sebagai media sosialisasi yang efektif untuk menindak wajib pajak vang
masih lalai dalam menunaikan kewajibannya agar berubah dan pada
kesempatan lain mercka menjadi pemilik kendaraan bermotor yang taat
membayar pajak. Jadwal razia sekarang ini dilaksanakan hanya 1 kali dalam
setahun, hal ini menjadikan peluang masih terbuka bagi pengemplang pajak
untuk bebas di jalan raya.

4. Pelayanan prima yang menjadi harapan dan setiap wajib pajak yang
mendatangi KB.SAMSAT Tapaktuan® belum dapat dipenuhi secara
proporsional dan optimal, hal ini disebabkan oleh masih terjadinya kurang
pegawai untuk ditempatkan pada loket-loket yang telah disediakan, sehingga
dalam pelayanan yang ada sekarang ini ditempuh dengan sistem tambal sulam,
yaitu dengan memberikan tugas ganda pada satu orang yang seharusnya
dikerjakan olch 2 orang staf.

5. Ketrampilan teknis pegawai unit PKB/BBNKB pada KB.SAMSAT Tapaktuan
masih belum profesional, sebagiannya belum mengikuti Diklatnis yang
diadakan oleh Dinas Induk dan Diklat pemerintah daerah. Seyogiyanya
aparatur yang bekerja pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang teknis seperti
aparatur Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, konon lagi yang bertugas pada
kantor SAMSAT sudah harus mendapat pembekalan teknis tentang bidang

kerja yang dilaksanakan setiap harinya. Selama ini hal-hal yang bersifat teknis
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diupgrade sendiri oleh Kepala UPTD Wilayah VII terhadap staf yang belum
mengikuti diklat teknis.

6. Ketajaman dalam memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan dari unit
PKB/BBNKB yang masuk ke kantor bersama SAMSAT Tapaktuan belum
menunjukkan tingkat keahlian yang tinggi, hal ini dapat ditandai dengan masih
adanya salah cetak SKPD dengan penyebab tidak dipungut BBN; tidak
dikenakan Denda; dan kesalahan menetapkan jenis dan tahun kendaraan.
Kesalahan dalam penetapan yang demikian disamping terjadinya kerugian
terhadap blangko SKPD yang tidak bisa digunakan lagi dan harus diganti
dengan SKPD yang lain, juga membawa kerugian financial bagi daerah apabila
terjadi kesalahan dalam menetapkan jenis dan‘atau tahun kendaraan bermotor,
sehingga jumlah pajak yang dibayar bisa berkurang, tidak sesuai dengan

standard sebenamya.

B. Saran-Saran

1. Sistem pelayanan_harus kontinyu dan berkesinambungan dan harus lebih
ditingkatkan. dalam segala sektor pelayanan yang berkaitan dengan
penyelesaian dokumen kendaraan bermotor, khususnya PKB/BBNKB. Para
stake holder harus memantau sistem pelayanan yang diberikan oleh aparatur
SAMSAT, baik pada tataran internal unit PKB/BBNKB mapun pada unit
Regldent dan SWDKLLI, bila ditemukan kekurangan pada unit PKB/BBNKB
segera buat rapat staf untuk perbaikan pelayanan dan bila ada kekurangan pada

unit lain maka segera lakukan rapat koordinasi untuk mengatasi hal tersebut
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agar pelayanan yang disajikan kepada wajib pajak tetap menjadi pelayanan
prima.

2. Pelayanan SAMSAT Mobile sudah menjadi kebutuhan penting dalam sistem
pelayanan pada KB.SAMSAT Tapaktuan saat sekarang ini, pengadaan
SAMSAT Mobile harus segera diwujudkan melalui permintaan sarana dan
prasarana ke kantor pusat Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh di Banda
Aceh atau dengan menghubungi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan
menyampaikan kondisi ril geografis Aceh Selatan. Pengadaan SAMSAT
Mobile bertujuan untuk dapat melayani wajib pajak. di wilayah tempat
tinggalnya sendiri dan juga sebagai alat untuk membantu masyarakat agar tidak
perlu mengeluarkan dana lebih dalam miencapai KB.SAMSAT Statis yang
jauh dan juga sekaligus sebagai alat untuk memangkas jaringan para calo
PKB/BBNKB.

3. Pelaksanaan razia lapangan gabungan harus tetap konsisten dan kontinyu, agar
jalan elak bagi penunggak bayar PKB/BBNKB menjadi sempit dan tertutup.
Intensitas dan kwalitas pelaksanaan razia pgabungan harus ditingkatkan
sehingga razia lapangan gabungan benar-benar menjadi alat pressing dan aiat
sosialiasi” bahwa ketidaktaatan membayar PKB/BBNKB mempunyai
konsekuensi hukum dan kerugian akibat denda.

4. Kepala UPTD Wilayah VII Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh harus segera
menyampaikan perihal kekurangan pegawai pada vnit PKB/BBNKB kantor
bersama SAMSAT Tapaktuan ke Dinas Induk di Banda Aceh. Untuk menutupi

kekurangan pegawai Kepala UPTD Wilayah VII dapat merekrut tenaga honor
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agar pelaksanaan kegiatan pada unit PKB/BBNKB dapat berjalan dengan baik
dan sempuma, hal ini ditwjukan untuk mengantisipasi sampai tersedianya
pegawai yang permanen {PNS).

5. Pembekalan ketrampilan teknis terhadap aparatur yang bekerja pada unit
PKB/BBNKB harus di upgrade secara terus menerus agar mereka dapat
memahami sisi tugasnya dengan mudah dan cepat, hal ini dapat bermuara pada
pelayanan prima yang menjadi kebutuhan organisasi yang berhubungan dengan
pelayanan publik. Upgrade aparatur yang belum dipanggil untuk mengikuti
Diklamis, dapat terus dilaksanakan dengan pembckalan awal dari Kepala
UPTD Wilayah VII, sehingga hal-hal yang bersifat teknis dapat diserap
secepatnya untuk diimplementasikan dalam kesecharian tugasnya.

6. Pemeriksaan dokumen pembayaran PKB/BBNKB harus terus diperketat agar
celah kecolongan kerugian daerah dapat diantisipasi dari awal. Untuk
menghindari salah persepsi. dari wajib pajak, sebaiknya pada papan
pengumuman yang ada diruang teras kantor dapat dimanfaatkan untuk menjadi
alat sosialisasi kepada masyarakat berupa item persyaratan dalam penyelesaian
dokumen . PKB/BBNKB. Himbauan pada papan pengumuman juga dapat
berupa ajakan bahwa memiliki kendaraan atas nama orang lain bukan
prestisius, memiliki kendaraan atas nama sendiri itulah prestisius sejati dan

merupakan pelopor sebagai wajib pajak dalam pembangunan daerah.
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LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara Kepala Dinas :

1.

lad

Mohon penjelasan Bapak tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk
peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB.

Apa sajakah langkah-langkah yang sudah dibuat agar target penerimaan PKB dan
BBNKB dapat dicapai secara optimal pada tahun anggaran 2014.

Apakah sumber daya manusia yang ada «sudah cukup untuk
menunjangoperasionalisasi tugas pada kantor samsat Tapaktuan.

Apakah pengembangan Sdm dalam jajaran Bapak dapat dilaksanakan secara
bertahap dan konstruktif.

Apakah equipment sarana kerja cukup tintuk menunjang opersionalisasi tugas.
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LAMPIRAN - 11
KUTIPAN HASIL WAWANCARA :

A. Wawancara dengan Kepala UPTD Wilayah VII Tapaktuan DPKA

1. Identitas Informan

Nama : Drs. Zayana, M. Si

Jenis Kelamin  : Laki-laki

Jabatan : Kepala UPTD Wilayah VII DPKA
Alamat : Jalan Melati Samsat Tapaktuan

I1. Pertanyaan terkait lingkungan kaator :
1. Bagaimana status kepemilikan gedung kantor ?( hal ini berhubungan

dengan rehab dan perawatan gedung kantor)

Jawab :

- Gedung milik sendiri, dalam arti tidak menyewa maupun menumpang

pada pihak lain. Schingga tidak perlu berpindah pindah tiap tahun.
2. Apakah kanter mudah dicapai oleh wajib pajak.

Jawab ¢

- Agak susah karena tidak berada pada jalan protocol.

3. Berapa jauhkah radius perjalanan wajib pajak mencapai kantor.

Jawab :

- Dari arah utara 60 km dicapai 1 jam
Dari selatan 100 km dapat dicapai lebih dari 1 jam.
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4. Apakah kantor memiliki mushala untuk umum.

Jawab :

- Belum
5. Apakah kantor memiliki fasilitas kantin.
Jawab :

- Belum

6. Apakah kantor memilki fasilatas tempat parkir.
Jawab :
- Belum

7. Apakah kantor memiliki ruang arsip yang proprosional.
Jawab :

- Belum

8. Apakah penataan lingkungan Kantor sudah asri.
Jawab :

- Belum
9. Apakah ruang tunggu wajib pajak cukup reprenstatif.

Jawab :

- Tidak
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II1. Pertanyaan terkait lingkungan kantor :
l. Apakah jumlah pegawai Samsat sudah seimbang dengan beban kerja?
Jawab :

- Belum

2. Berapa banyak jumlah ideal pegawat Samsat untuk unit PKB dan
BBNKB?
Jawab :

- 6orang

3.  Apakah jumlah pegawai atau petugas dan unit lain sudah memadai?
Jawab :

-Belum

4.  Berapakah jumlah ideal pegawai pada kantor UPTD?
Jawab :

- 5 orang

5.  Apakah jalan keluar terhadap kekurangan pegawai?
Jawab :

- sudah diusul-minta ke kantor induk di Banda Aceh, tetapi belum turun,

6.  Apakah semua pegawaai sudah mengikuti diklat teknis terkait
perpajakan?
Jawab :

- belum
7.  Siapa penyelenggara diklat teknis?

Jawab :

- kantor dinas
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8. Sejauh mana keterlibatan Ka. UPTD dalam diklat teknis tersebut?
Jawab :

- tidak dilibatkan

9.  Seberapa sering pelaksanaan diklat teknis dalam 1 tahun?
Jawab :

- langka hampir tidak ada paling dalam 5 tahun hanya 1 kali.

10.  Apakah tingkat pendidikan pegawai sudah sesuai dengan beban tugas?
Jawab :

-belum

I1.  Berapa kalikah intensitas rapat staf dalam 1 bulan?
Jawab :

-2x

12. Apakah para pegawai mudah memahami atas setiap materi dalam rapat
staf?
Jawab :

- variatif ada yang cepat, ada juga yang lambat.

13. Apakh'para pegawai taat pada aturan jam kantor?
Jawab :

- taat

14.  Apa sajakah konsekuensi atas pelanggaran displin dan jam dinas kantor? J

Jawab :

- pot tpk
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V1.  Pertanyaan Terkait Pelayanan :
1. Apakah kualitas pelayanan staf pada wajib pajak sudah tepat wakiu?
Jawab :

- sudah

2. Apakah ada disediakan kotak saran?
Jawab :

- ada

[#F]

Apakah ada komplain dari wajib pajak atas pelayanan yang tidak optimal?
Jawab :

- jarang

4, Apakah ada protap pelayanan terhadap wajib pajak?
Jawab :

- ada

U
h

Berapa lama waktu penyelesain sebuah Surat ketetapan Pajak kendaraan
Bermotor?
Jawab :

—rata-rata 1 jam

6. Apasajakah bentuk pelayanan lain di luar perpanjang PKB dan BBNKB?
Jawab :

— mutasi, cabut berkas, fiskal antar daerah, doleasni pajak.

7. Berapakah lama total waktu perpanjangan dokumen tahunan (STNK +
SKPD)?
Jawab :

- 1 jam untuk perpanjangan biasa, tapi untuk penggantian bisa 1 minggu

8 Berapa lama waktu yg dibutuhkan untuk permintaan fiskal antar dacrah?
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Jawab :

-1 hari

9. Berapakah biaya yang harus dibayar untuk mendapat fiskal antar daerah?
Jawab :

- tidak ada

10.  Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian mutasi masuk
kendaraan bermotor?
Jawab :

- | jam untuk penyelesaian STNK, BKKB 10 hari, plat3 bin

V1. Pertanyaan terkait periengkapan :
1. Apakah sarana produktifitas kerja sudah cukup representative?

Jawab :

— cukup

2. Apakah tingkat perangkat it yang ada sudah menunjang untuk pelaksanaan
tugas
Jawab:

—sudah

3. Apakah sistem jaringan online sudah dimiliki Samsat Tapaktuan?
Jawab :

- belum
4, Apakah perlu dilakukan pelayanan Samsat mobile untuk Kabupaten Acch

Selatan?
Jawab : - perlu
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VIL. Pertanyaan terkait umum :

1. Bagaimanakah sepengetahuan Bapak bagaimakah kondisi jalan umum di
Kabupaten Aceh Selatan
Jawab :

- bagus

2 Bagiamankah kepatuhan wajib Pajak?
Jawab :
— baik

3. Bagaimanakah hubungan kerja internal Samsat?
Jawab :

—baik

3. Bagaimakah hubungan komunikasi dan kerja dengan dinas induk?
Jawab ;

— kurang optimal

5. Bagimanakah hubkerjadg dinas/ intansi terkait dalam kabas
Jawab :
-~ baik

6. Berapa kali kah intesitas razia gabungan dilaksanakan atas perinatah dinas
induk dalam 1 tahun — 1 x?
7. Jawab :

-1X dalam setahun
8. Apakah jumakh razia gabungan ata spermintaan dinas induk sdh memadai

Jawab :

~belum
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9. Apakah pihak polantas sering melaksanakan razia di jlan?
Jawab ;

— sering

10.  Apakah ada dinas lain yang meminta dilaksanakan razia ranmor?
Jawab :

— ada dinas LLLAJR dan JR

12. Dinas mana sajakah lainnya yang melaksakan razia lapangan?
Jawab :

- LLAJR dan JR

13.  Apakah unit DPKA di libatkan dalam pelaksanaan razai lapangan oleh
instansi lain?
Jawab :

—belum

14, Bagaimanakah tingkat pertumbuhan kendaaran baru di Kabupaten Aceh
Selatan?
Jawab :

— cukup bagus

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41988.pdf

LAMPIRAN 111
Kuisioner Penelitian

Sebagai Syarat menyelesaikan Study Magister Administrasi Publik di Universitas
Terbuka, kami melakukan penelitian tentang ™ Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB)} dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
pada Kantor Bersama Samsat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. Mohon bantuan
dan kesedian dari Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kami
akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena jawaban tersebut
hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Peneliti
Lisma Deni

O —
Petunjuk pengisian :

Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara membeni
tanda (V) pada jawaban yang telah tersedia.

A. Stakeholders Samsat Tapaktuan

(Kepala UPTD-VII/Kanit PKB Dan BBNKB : Kanit Reg Ident : Kanit Jasa
Raharja)

1. Sepengetahuan Bapak Bagaimanakah bentuk kepemilikan gedung kantor?
a) Sewa
b} Hak pakai dari pemda Kabupaten
¢) Hak milik pemerintah Aceh

2. Apakah kantor mudah dicapai oleh wajib pajak?
a) Sulit
b) Mudah
¢) Sangat Mudah

3. Berapa jauhkah radius perjalanan wajib pajak untuk mencapai kantor?
a) Lebih dari 100 Km
b) 50-100 Km
¢) Kurang dari 50 Km
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4. Apakah kantor sudah memiliki mushalla untuk vmum?
a) Belum
b) Akan di bangun
c) Ada

5. Apakah kantor memiliki fasilitas kantin?
a) Belum

b) Akan di bangun

c) Ada

6. Apakah kantor memiliki fasilitas tempat parker?
a) Belum
b) Akan di bangun
¢) Ada

7. Apakah kantor memiliki ruang arsip yang proporsional?
a) Belum Proporsional
b) Sudah Proporsional

¢) Sangat Proporsional

8. Apakah penataan lingkungan kantor sudah asri?
a) Belum Asri
b) Sudah Asri
¢) Sangat Asri

9. Apakah ruang tunggu wajib pajak cukup representative?
a) Belum Representatif
b) Cukup Representatif
c) Sangat Representatif
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10. Apakah kwalitas pelayanan stat/petugas samsat kepada wajib pajak sudah
memuaskan?
a) Belum memuaskan
b} Cukup memuaskan

¢} Sangat memuaskan

1 1. Apakah jumlah pegawai pada Unit anda sudah memadai?
a} Belum memadai
b) Cukup memadai

¢} Sangat memadai

12. Berapakah jumlah pegawai yang ideal pada unit kerja anda?
a} 1-3 Orang
b) 4-6 Orang
¢} 6-10 Orang

13. Berapakah jumlah pegawai yang ideal -pada unit kerja anda?
a} Membiarkan
b} Kerja Over Time
¢) Usul Tambah

14. Apakah semua pegawai pada unit anda sudah mengikuti Diklatnis?
a) Belum
b) Baru sebagian

¢) Sudah semua

15. Apakah kedudukan Bapak/lbu terlibat penuh dalam pelaksanaan Diklatnis?

a) Belum terlibat
b) Cukup terlibat
¢) Sangat terlibat
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16. Apakah tingkat pendidikan pegawai dalam unit Bapak/Ibu sudah sesuai?
a) Belum Sesuvai
b) Cukup Sesuai

¢) Sangat Sesuai

17. Berapakalikah jumlah rapat Staf dilaksanakan dalam | (satu) bulan?
a) 1 kali
b) 2 kali
¢) Lebih dari 2 kali

18. Apakah para pegawai mudah memahami materi rapat staf?
a) Kurang memahami
b) cukup memahami

¢) Sangat memahami

19. Apakah para pegawat patuh terhadap jam kantor?
a) Kurang Patuh
b) cukup patuh
¢) Sangat patuh

20. Apasajakah konsekkuensi kepada pegawai atas pelanggaran disiplin dan jam dinas
kantor?
a) Pemotongan TPK
b) Teguran
¢) Diabaikan

21. Apakah kotak Saran sering digunakan sebagai sarana komunikast oleh wajib pajak?
a) Sering
b) Kadang-kadang
¢) Sangat Sering
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24.

25.

26.

27.

memuaskan?

a) Sering

b) Kadang-kadang
c¢) Sangat Sering

Apakah Protap pelayanan pada instansi Bapak/Ibu sudah cukup bagus?
a) Bagus

b) Cukup Bagus

¢) Sangat Bagus

Berapa lamakah waktu penyelesaian sebuah SKPD?
a) <1l Jam
b) I Jam

c) > 1 Jam

Apakah Protap pelayanan pada instansi Bapak/lbu sudah cukup bagus?
a) Bagus

b) Cukup Bagus

¢) Sangat Bagus

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk permintaan fiscal antar daerah?
a) <1 Jam
b) 1 Jam

¢) > 1 Jam

16/451 988.pdf

. Apakah wajib pajak sering menyampaikan complain atas pelayanan yang kurang

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen masuk fiscal

antar daerah?
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a) <1 Jam
b) 1 Jam

c) > 1 Jam

28. Apakah sarana produktifitas kerja sudah cukup representative?
a) Belum representatif
b) Cukup representatif
¢) Sangat representatif

29. Apakah tingkat perangkat IT yang ada sudah mumpuni untuk mendukung tugas?
a) Belum mumpuni
b) Cukup mumpuni

¢) Sangat mumpuni

30. Apakah perlu dilakukan pelayanan SAMSAT mobile untuk wilayah Kabupaten
Aceh Selatan?
a) Belum
b) Perlu
¢) Sangat perlu

31. Bagaimanakah tingklat Kepatuhan wajib pajak?

a) Bagus
b) Cukup bagus
c¢) Sangat bagus

32. Apakah hubungan kerja internal SAMSAT sudah kompak?
a) Belum kompak
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b) Kompak
¢) Sangat kompak

33. Berapakalikah sebaiknya intensitas razia gabungan dilaksanakan atas permintaan
dinas induk dalam setahun?
a) 1 kali
b) 2- 3 kali
¢) > 3 kali

Terima kasih atas partisipasi anda
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Kuisioner Penclitian

Sebagai Syarat menyelesaikan Study Magister Administrasi Publik di Universitas
Terbuka, kami melakukan penelitian tentang > Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
pada Kantor Bersama Samsat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan”. Mohon bantuan
dan kesedian dari Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kami
akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena jawaban tersebut
hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Peneliti
Lisma Deni

Petunjuk pengisian :
Pilihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara memberi
tanda (¥) pada jawaban yang telah tersedia.

B. STAF/PETUGAS SAMSAT

1. Apakah beban tugas/kerja yang anda hadapi padat?
a) Kurang padat
b) Cukup padat
¢) Sangat padat

2. Berapa seringkah anda mengikuti diklatnis?
a) Belum
b) Sering
¢) Sangat Sering

3. Apakah kantor sudah memiliki mushalla untuk umum?
a) Belum
b) Akan di bangun
¢) Ada
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4. Apakah kantor memiliki fasilitas kantin?
a) Belum
b) Akan di bangun
c) Ada

5. Apakah kantor memiliki fasilitas tempat parkir?
a) Belum
b} Akan di bangun
c) Ada

6. Apakah kantor memiliki ruang arsip yang proporsional?
a) Belum Proporsional
b) Sudah Proporsional

¢) Sangat Proporsional

7. Apakah penataan lingkungan kantor sudah asri?
a) Belum Asn
b} Sudah Asri
c) Sangat Asri

8. Apakah ruang tunggu wajib pajak cukup representative?
a) Belum Representatif
b) Cukup Representatif
d) Sangat Representatif

9. Apakah kwalitas pelayanan yang Bapak/lbu berikan sudah memuaskan wajib
pajak?
a) Belum memuaskan
b) Cukup memuaskan

¢} Sangat memuaskan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



16/41988.pdf
10

10. Apakah tingkat pendidikan Bapak/Ibu sudah sesuai dengan kebutuhan tugas vang
diemban?
a) Belum Sesuai
b) Cukup Sesuai

c¢) Sangat Sesuai

11. Berapakalikah jumlah rapat Staf dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan?
a) 1 kali
b) 2 kali
¢) Lebih dari 2 kali

12. Apakah anda mudah memahami materi rapat staf?
a) Kurang memahami
b) cukup memahami

¢) Sangat memahami

13. Apakah Sdr/Sdri patuh terhadap. jam kantor?
a) Kurang Patuh
b) cukup patuh
c¢) Sangat patuh

14. Apasajakah konsekkuensi yang sdr/sdri peroleh atas pelanggaran disiplin dan jam
dinas kantor?
a) Pemotongan TPK
b) Teguran
¢) Diabaikan
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15. Apakah sering melihat wajib pajak menyampaikan complain atas pelayanan yang
kurang memuaskan?

a) Sering

b) Kadang-kadang

¢) Sangat Sering

16. Apakah Sdr/Sdri memahami tentang Protap pelayanan?
a) Faham
b) Cukup Faham
¢) Sangat Faham

17. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk permintaan fiscal antar daerah?
a) <1 Jam
b) 1 Jam

¢) > 1 Jam

18. Berapa lama waktu yvang dibutuhkan/untuk permintaan fiscal antar daerah?
a) <1iJam
b) 1 Jam

c) > 1 Jam

19. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen masuk fiscal
antar daerah?
a) <1 Jam
b) 1 Jam

c) > 1 Jam

20. Apakah sarana produktifitas kerja sudah cukup representative?
a) Belum representatif
b) Cukup representatif

¢) Sangat representative
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Apakah tingkat perangkat IT yang ada sudah mumpuni untuk mendukung tugas?
a) Belum mumpuni
b) Cukup mumpuni

¢) Sangat mumpuni

Apakah perlu dilakukan pelayanan SAMSAT mobile untuk wilayah Kabupaten
Aceh Selatan?

a) Belum

b) Perlu

¢) Sangat perlu

Bagaimanakah tingklat Kepatuhan wajib pajak?
a) Bagus

b) Cukup bagus

¢} Sangat bagus

Apakah hubungan kerja intemal SAMSAT sudah kompak?
a) Belum kompak

b) Kompak

¢) Sangat kompak

Berapakalikah sebaiknya intensitas razia gabungan dilaksanakan atas permintaan
dinas induk dalam setahun?

a) 1 kali

b) 2- 3 kalhi

¢) > 3 kali

Terima kasih atas partisipasi anda
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Kuisioner Penelitian

Sebagai Syarat menyelesaikan Study Magister Administrasi Publik di Universitas
Terbuka, kami melakukan penelitian tentang " Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
pada Kantor Bersama Samsat Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan™. Mohon bantuan
dan kesedian dari Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang sesungguhnya. Kami
akan menjamin kerahasiaan data yang Bapak/Ibu berikan, karena jawaban tersebut
hanya sebagai bahan penelitian dan tidak untuk dipublikasikan.

Peneliti
Lisma Deni

Petunjuk pengisian :

Piiihlah jawaban yang anda anggap paling sesuai menurut anda, dengan cara memberi
tanda (V) pada jawaban yang telah tersedia.

C. WAIJIB PAJAK

1. Apakah kwalitas pelayanan yang dibertkan sudah memuaskan Bapak/1bu?
a) Belum memuaskan
b) Cukup memuaskan

¢) Sangat memuaskan

2. Apakah kotak Saran sering sdr/sdri gunakan untuk perbaikan pelayanan?
a) Sering
b) Kadang-kadang
¢) Sangat Sering

3. Apakah Sdr/Sdri sering menulis saran kedalam Kotak Saran?

a) Sering
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b} Kadang-kadang
c) Sangat Sering

4. Apakah Sdr/Sdri sering menyampaikan complain atas pelayanan yang kurang
memuaskan?
a) Sering
b) Kadang-kadang
c) Sangat Sering

5. Berapa lamakah Sdr/Sdri menerima siapnya sebuah SKPD?
a) <1 Jam
b} 1Jam

c) > 1 Jam

6. Berapa lama waktu vang dibutuhkan untuk ‘permintaan fiscal antar dacrah?
a} <t Jam
b) 1 Jam

c) >1Jam

7. Apakah perlu dilakukan pelayanan SAMSAT mobile untuk wilayah Kabupaten
Aceh Selatan?
a) Belum
b) Perlu
¢) Sangat perlu

8. Apakah Sdr/Sdri sering terlambat membayar PKB?
a) Sering
b) Kadang-kadang
¢) Sangat Sering
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9. Apakah penilaian sdr/sdri terhadap hubungan kerja internal SAMSAT sudah
kompak?
a) Belum kompak
b) Kompak
¢) Sangat kompak

10. Apakah sdr/sdri sering menjumpai razia kendaraan di jalan?
a) Kurang
b) Sering

c) Sangat sering

11. Apakah sdr/sdri nyaman dengan adanya razia kendaraan dfi jalan?
a) Tidak nyaman
b) Nyaman

c) Sangat nyaman

Terima kasih afas partisipasi anda
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LAMPIRAN IV

LITMUS TEST

Test Litmus (1)
Isu Strategis : Peningkatan kolaborasi internal

SKOR
No Pertanyaan (Operasional e Strategis}
1 > 3
2
1. Sejak kapan isu tersebut terjadi pada
lingkungan organisasi? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
2. Berapa lnas pengarub issuc tersebut
terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan atau kerugian
financial bagi organisasi? Kecil (<10%) Sedang {10-25%) | Besar (>25%)
4. Perlukah langkah-langkah berikut ini
untuk pemecahan issue strategis
diatas ? :
a. Pepambahan pegawai dan diklat
yang qualified Tidak Perlu Sangat Perlu
b. Peningkalan kwalitas hubungan
internal dan eksternal samsat Tidak Perlu Sangat Perlu
¢. Pemberian Pelayanan yang
maksimatl Tidak Perlu Sangat Perlu
d. Sosialisasi aturan dan ketentuan
kepada wajib pajak Tidak Perlu Sangat Perlu
¢. Peningkatan intensitas razia
kendaraan bermotor Tidak Perlu Sangat Perlu
f. Pengadaan, Penyediaan dan
pengembangan fasilitas umum Tidak Perlu Sangat Perlu
g. Pengembangan software/
hardware perangkat IT yang
proporsional. menunjang turas
tugas Tidak Perlu Sangat Perlu
5. Apakah pendekatan terbaik yang Manajemen,
harus dipertimbangkan? Kuratif Preventif Sosiologis,
Ekonomis
6. Tingkat manajemen apa yang Kepala UPTD
mampu menanggulangi isu ; Staf Kasi/KTU Kepala Dinas
terseburt?
7. Apa konsekuensi yang bakal terjadi Output  organisasi
bila isu tersebut tidak ditindak? Tidak ada Layanan tidak | tidak oplimal,
optimal Realisasi  rendah,
Tingkat kepuasan
wp rendah
8. Berapa jumiah dinas/instansi yang
terlibat datam pengelolaan isu ini? Tidak ada 1-2 Instansi >3 Instansi
9. Bagaimana tingkat sensitivitas isu ini
terhadap nilai  social, politik, | Kurang Sedang Tinggi
religious dan cultural?
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Isu Strategis : Optimalisasi penegakan disiplin
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B, S KOR e e e,
No Pertanyaan (Operasional mmmmmmmenmemee————- 3 Strategis)
] 2 3
l. Sejak kapan isu tersebut terjadi pada
lingkungan organisasi? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
2. Berapa luas  pengaruh isu  tersebut
terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan atau kerugian
financial bagi organisasi? Kectl (<10%) | Sedang (10-25%) Besar (>25%)
4, Perlukah langkah-langkah berikut ini
untuk pemecahan issue strategis diatas ?
a. Penambahan pegawai dan diklat
yang qualified Tidak Perlu Sangat Perlu
b. Peningkatan  kwalitas  hubungan
internal dan eksternal samsat Tidak Perlu Sangat Perlu
c. Pemberian Pelayanan yang maksimal
d. Sosiaiisasi aturan dan ketentuan | Tidak Perlu Sangat Perlu
kepada wajib pajak
e. Peningkatan intensitas razia | Tidak Perlu Sangat Perlu
kendaraan bermotor
f. Pengadaan, Penyediaan dan- | Tidak Perlu Sangat Perlu
pengembangan fasilitas umum
g. Pengembangan software/ hardware | Tidak Perlu Sangat Perlu
perangkat [T yang proporsional
menunjang tuntas tugas
Tidak Perlu Sangat Perlu
5. Apakah pendekatan terbaik yang harus Manajemen,
dipertimbangkan? Kuratif Preventif Sosiologis,
Ekonomis
6. Tingkat manajemen apa yang mampu Kepala UPTD,
menanggulangi isu terseburt? Staf Kasi/KTU Kepala Dinas
7. Apa konsekuensi yang bakal terjadi bila Output  organisasi
isu tersebut tidak ditindak? Tidak ada Layanan tidak | tidak optimal,
optimal Realisasi rendah,
Tingkat  kepuasan
wp rendah
8. Berapa jumlah dinas/instansi yang
terlibat dalam pengelolaan isu ini? Tidak ada 1-2 Instansi >3 Instansi
9. Bagaimana tingkat scnsitivitas isu ini
terhadap nilal social, politik. religious | Kurang Sedang Tinggi
dan cuitural?
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Test Litmus (3)
Isu Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesamsatan

B N SKOR i
No Pertanyaan {Operasional ————— e Strategis)
1 > 3
2
L Sejak kapan isu tersebut tetjadi pada
lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan {
2. Berapa luas pengarub isu terscbut
terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan alau kerugian
financial bagi organisasi? Keeil (<10%) Sedang (10-25%) Besar (>25%)
4. Perlukah langkah-langkah berikut ini
untuk pemecahan issue strategis
diatas 7 :
a. Penambahan pegawai dan dikiat
vang gualified Tidak Perlu Sangat Pertu
b. Peningkatan kwalitas hubungan
internal dan eksternal samsat Tidak Perlu Sangat Perlu
c. Pemberian  Pelayanan  yang
maksimal Tidak Perlu Sangat Perlu
d. Sosialisasi aturan dan ketentuan
kepada wajib pajak Tidak Pertu Sangat Perlu
e. Peningkatan  intensilas  razia
kendaraan bermotor Tidak Perlu Sangat Perlu
f. Pengadaan, Penyediaan dan
pengembangan fasilitas umum Tidak Perlu Sangat Perlu
g. Pengembangan software/
hardware perangkat IT vang
proporsional menunjang  tuntas
ugas Tidak Perlu Sangat Perlu
5. Apakah pendckatan terbaik yang Manajemen,
harus dipertimbangkan? Kuratil Preventifl Sosiologis.
Ekonomis
6. Tingkat manajemen apa yang Kepala UPTD
mampu menanggulangi isu | Stal Kasi/KTU Kepaia Dinas
terseburt?
7. Apa konsekuensi yang bakal terjadi Output  organisasi
bila isu tersebut tidak ditindak? Tidak ada Layanan tidak | tidak optimai,
optimal Realisasi  rendah,
Tingkat kepuasan
wp rendah
8. Berapa jumizh dinas/instansi yang
terlibat dalam pengelolaan isu mi? Tidak ada 1-2 Instansi >3 Instansi
9. Bagaimana tingkat sensitivitas isu ini
terhadap  nilai  social,  politik, | Kurang Sedang Tinggi
religious dan cultural?
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Isu Strategis : Optimalisasi Razia KB
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No Pertanyaan (Operasional e — - Strategis)
1 2 3
1. Sejak kapan isu tersebut terjadi pada
Tingkungan? Sebelumnya Sekarang ‘Tahun depan
2 Berapa luas pengaruh isu terscbut
terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian Seluruh bagian
3. Berapa  keuntungan atau  kerugian
financial bagi organisasi? Kecil (<10%) | Sedang (10-25%) Besar (>25%)
4. Pertukah langkah-langkah berikut ini
untuk pemecahan issue strategis diatas ?
a. Penambahan pegawai dan diklat
yang qualified Tidak Pertu Sangat Perlu
b. Peningkatan  kwalitas  hubungan
internal dan eksternal samsat Tidak Periu Sangat Perlu
¢. Pemberian Pelayanan yang maksimal
d. Sosialisasi aturan dan ketentuan | Tidak Perlu Sangat Perlu
kepada wajib pajak
¢. Peningkatan intensitas razia | Tidak Perlu Sangat Perla
kendaraan bermotor
f. Pengadaan, Penyediaan dan-| Tidak Perlu Sangat Perlu
pengembangan fasilitas umum
g. Pengembangan software/ hardware | Tidak Perlu Sangat Perlu
perangkat IT yang proporsional
menunjang funtas tugas
Tidak Perlu Sangat Perlu
5. Apakah pendekatan terbaik yang harus Manajemen,
dipertimbangkan? Kuratif Preventif Sosiologis,
Ekonomis
6. Tingkat. manajemen apa yang mampu Kepala UPTD
méenanggulangi isu terseburt? Staf Kasi/KTU Kepala Dinas
7. Apa konsckuensi yang bakal terjadi bila Output  organisasi
isu tersebut tidak ditindak? Tidak ada Layanan tidak | tidak optimal,
optimal Realisasi rendah,
Tingkat  kepuasan
wp rendah
8. Berapa jumlah dinas/instansi yang
terlibat dalam pengelolaan isu ini? Tidak ada 1-2 Instansi >3 Instansi
9. Bagaimana tingkat sensitivitas isu ini
terhadap nilai social, poiitik, religious | Kurang Sedang Tinggi
dan cultural?
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Test Litmus (3)

Isu Strategis : Optimalisasi Perawatan Alat-Alat Komputerisasi dan Mesin

Kantor
’ SKOR
No Pertanyaan {Operasional e Strategis)
i 2> 3
2
1. Sejak kapan isu tersebut terjadi pada
lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
L Berapa luas pengaruh isu tersebut
terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan atau kerugian
financial bagi organisasi? Kecil {(<10%) Sedang (10-25%) Besar (>25%)
4, Perlukah Iangkah-langkah berikut ini
ik pemecahan issue  strategis
diatas 7
a, Penambahan pegawai dan diklat
yang qualified Tidak Perlu Sangat Perlu
b. Peningkatan kwalilas hubungan
internal dan eksternal sarnsat Tidak Perlu Sangat Perlu
¢. Pemberian  Pclayanan  yang
maksimal Tidak Perlu Sangat Perlu
d. Sosialisasi aturan dan ketentuan
kepada wajib pajak Tidak Perlu Sangat Perlu
e. Peningkatan  intensitas  razia
kendaraan bermotor Tidak Perlu Sangat Perlu
f Pengadaan, Penyediaan  dan
pengembangan fasililas umum Tidak Perlu Sangat Perlu
g. Pengembangan software/
hardware perangkat [T yang
proporsional menunjang ( tunlas
tugas Tidak Perlu Sangat Perlu
5. Apakah pendekatan terbaik . yang Manajemen,
harus dipertimbangkan? Kuratif Preventif Sosiologis,
Ekonomis
6. Tingkat manajemen apa  yang Kepala UPTD
mampu menanggulangi isu | Staf Kast/KTU Kepala Dinas
terseburt?
7. Apa konsekuensi yang bakal terjadi Output  organisasi
bila isu tersebut tidak ditindak? Tidak ada Layanan tidak | tidak optimal,
optimal Realisasi  rendah,
Tingkat kepuasan
wp rendah
8. Berapa jumlah dinas/instansi yang
terlibat datam pengelolaan isu ini? Tidak ada 1-2 Instansi >3 Instansi N
9. Bagaimana tingkat sensitivitas isu ini
lethadap nilai  social, politik, | Kurang Sedang Tinggi
religious dan cubtural?
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Test Litmus (6) --> Isu Strategis : Menyediakan Mushalla dan Kantin
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No | Pertanyaan SKOR
{Operasional s —eeee Strategis)
-

I. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? | Sebagian Beberapa Seluruh bagian

bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu
tersebut:

a. Mengkalkulasi Tidak - Ya
jumlah dana yang
dibutuhkan Tidak -
b. Membuat  gambar Ya
Mushaila dan kantin
c. Mengusulkan dana ! Tidak -
pembangunan yang Ya
proporsional
d. Membangunan Tidak - Ya
mushalia dan kantin
yang indah dan
bagus Tidak - Ya
e. Merawat apar
berfungsi dan
berumur panjang.

5. Apakah pendekatan terbaik i Membiarkan Mengusulkan Membangun
yang harus | saja Mushalla,
dipertimbangkan? Membuka

Kantin.

6. Tingkat manajemen apa ] Staf Kasubbag TU | Kepala UPTD
yang mampl menanggulangi Kadis
isu terseburt?

7. Apa konsckuensi yang bakal | Tidak ada Layanan tidak { Tidak tercapai
terjadi bila isu tersebut tidak optimal tingkat
ditindak? kenyamanan

wp

g. Berapa jumiah dinas/instansi | Tidak ada Internal Dinas Induk
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat | Kurang Sedang Tinggi
sensitivitas isu ini terhadap
nitai social, politik, religious
dan cultural?
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Test Litmus (7) --> Isu Strategis : Penambahan Jumlah Pegawai
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No | Pertanyaan SKOR
(Operasional ~ ~=rmroemmmeeemmee- Strategis)
-

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa Juas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? | Sebagian Beberapa Seluruh

bagian bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu
tersebut:

a. Mengevaluasi beban | Tidak - Ya
tugas kantor

b. Mengkalkulasi
jumlah  kebutuhan | Tidak - Ya
pegawai yang ideal

¢. Mengusulkan
penambahan atau | Tidak - Ya
perpindahan pegawai

d. Mengusulkan
penambahan Tidak - Ya
pegawai kontrak

e. Membagi habis tugas | Tidak - Ya
kepada para pegawai

5. | Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan Mengusulkan Memutasi,
yang harus.| saja Meminta
dipertimbangkan? tambahan

pegawai

6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan | Kasubbag TU Kepala UPTD
mampu menanggulangi isu Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Layanan tidak | Tidak tercapai
terjadi bila isu tersebut tidak optimal tuntas tugas
ditindak?

8. Berapa jumlah dinas/instansi | Tidak ada Internal Eksternal
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat | Kurang Sedang Kuat
sensitivitas isu ini terhadap
nilai social, politik, religious
dan cultural?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Test Litmus {8} ~-> Isu Strategis : Pembenahan Fisik Kantor
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No i Pertanyaan SKOR
{Operasional  weeee—mmerere e Strategis)
) >

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2 Berapa 1luas pengaruh  isu
tersebut terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian | Seluruh bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:

a. Melakukan checking

tentang kebutuhan

rehab dan

pembenahan fistk Tidak - Ya
b. Mengajukan dana

kedalam anggaran

rutin Tidak - Ya
t. Mengontrol tiap ada

pembenahan dan

rehab fisik Tidak - Ya
d. Menata penempatan

barang-barang kantor | Tidak - Ya
e. Merawat secara

kontinyu pasca

pembenahan fistk

kantor. Tidak - Ya

5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan saja | Mengusulkan Melapur,
yang harus dipertimbangkan? Merancang,

Merchab,
Merawat

6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan Kasubbag TU Kepala UPTD
mampu menanggulangi. isu Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Layanan  tidak | Wajib Pajak
terjadi bila isu tersebut tidak optimal tidak merasa
ditindak? betah dan

nyaman

8. Berapa jumlah dinas/instansi | Tidak ada I instansi Beberapa
yang terlibat dalam instansi
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas { Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cuitural?
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Test Litmus (9} --> Isu Strategis : Pembenahan Ruang Tunggu WP
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No Pertanyaan SKOR
{Operasional mmmsemmmmee——ee——- Strategis}
-

1, Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap oreanisasi? Sebagian Beberapa Seluruh bagian

bagian

3. Berapa  keuntungan  financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:

a. Melakukan checking
tentang kebutuhan
pembenahan  Ruang
Tunggu wajib pajak. Tidak - Ya
b. Mengajukan dana
kedalam anggaran
rutin Tidak - Ya
c. Mengontro}
pengerjaan
pembenahan rehab | Tidak - Ya
ruang tunggu
d. Menata  kebersihan
dan kenyamanan | Tidak - Ya
ruang tunggu wp
e. Merawat secara
kontinyu pasca i Tidak - Ya
_pembenahan

5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan saja | Merubah Merancang,

yang harus dipertimbangkan? Merehab,
Merawat

6. Tingkat manajemen_apa yang | Kasi Pungutan Kasubbag TU Kepala UPTD
mampu menanggulangi  isu Kadis
terseburt?

7. Apa konsckuensivyang bakal | Tidak ada Layanan tidak | Wajib Pajak
terjadi bila isu tersebut tidak optimal tidak merasa
ditindak? betah dan

nyaman

8. Berapa jumiah dinas/instansi | Tidak ada 1 instansi Beberapa
yang terlibat dalfam instansi
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cultural?
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Test Litmus {10) --> Isu Strategis : Pengadaan baju dan badge khusus
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No Pertanyaun SKOR
(Operasional —memmreememe———--  Strategis)
-~

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa luas  pengaruh  isu
terscbut terhadap organisasi? Sebagian Beberapa Seluruh bagian

bagian

3. Berapa keuntungan [inancial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >23%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4. Apasajakah  yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:

a. Melakukan checking

tentang jumlah baju

dan badge  vang

dibutuhkan. Tidak - Ya
b. Menghitung dana yang

dibutuhkan untuk

pengadaan tersebut Tidak - Ya
c. Mengkoordinir

pengadaan dana yang

bersumber dari

patungan 3 instansi Tidak - Ya
d. Memesan baju sesuai

dengan ukuran

pemakai Tidak - Ya
e. Membagikan uniform

dan badge agar dipakai

pada hari-hari tayanan

di samsat Tidak - Ya

3. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan saja | Merubah Merancang,
yang harus dipertimbangkan? Mencetak,

Membagikan,
Menggunakan

6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan Kasubbag TU Kepala UCPTD
mampu  menanggulangi  isu Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Tidak Indah Wajib Pajak
terjadi bila isu tersebut tidak tidak mengenal
ditindak? petugas  khusus

samsat

8. Berapa jumlah dinas/instansi | 1 Instansi 2 instanst 3 instansi
yang terlibat dalam pengelolaan
isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cultural?
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Test Litmus (11) --> [su Strategis : Sosialisasikan pentingnya Mutasi Ranmor ke BL Seri T

No | Perlanyaan SKOR
(Operasional - Sirategis}
o . >

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tehun depan

2 Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian | Seluruh bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dan Target

4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:

a. Melakukan checking
tentang jumlah baju
dan  badge  yang
dibutuhkan. Tidak - Ya
b. Menghitung dana
yang dibutuhkan
untuk pengadaan | Tidak - Ya
tersebut
¢. Mengkoordinir
pengadaan dana yang
bersumber dari | Tidak - Ya
patungan 3 instansi
d. Memesan baju sesuai
dengan vkuran | Tidak - Ya
pemakai
e. Membagikan uniform
dan badge agar
dipakai pada hari-hari | Tidak - Ya
layanan di samsal

3. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan Menggerakkan Menyusun  dan
yang harus dipertimbangkan? saja mendesign pola,

Mencetakl!
brosur,
Menyebarkan
dan
Menempatkan

6. Tingkat. manajemen apa yang | Kasi Pungutan Kasubbag Tt Kepala UPTD
mampu menanggulengi  isu Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Info tidak sampai | Wajib Pajak
terjadi bila isu tersebut tidak tidak mengetahui
ditindak? arti  pentingnya

pemutasian
ranmor;
penerirnaan
BBNKB rendah

8. Berapa jumiah dinas/instansi | 1 Instansi 2 instansi 3 instansi
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cultural?
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Test Litmus {(12) --> Isu Strategis : Peringkatan Ketrampilan Teknis Pegawai

No | Pertanyaan SKOR
{Operasional =~ -—--rr—romeen Strategis)
----- =

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa luas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? | Sebagian Beberapa Seluruh bagian

bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10- | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target 25% Dari Target

Dari Target
4. | Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:
a. Menginventarisir
Jjumiah pegawai yang
harus di diklat Tidak - Ya
b. Mengajukan  nama-
nama yang bakal
mengikuti diklat Tidak - Ya
¢. Mengarahkan
pegawai yang bakal
ditugaskan untuk | Tidak - Ya
mengikuti diklat
d. Menugaskan pegawai | Tidak - Ya
untuk mengikuti
diklat
e. Memantau kehadiran | Tidak - Ya
dan  perkembangan
dalam diklat,

5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan Merubah Mengusulkan,

yang harus dipertimbangkan? | saja Mengirim,
Mendiklatkan

6. Tingkat manajeinen apa yang | Kasi Pungutan | Kasubbag Kepala UPTD
mampu <menanggulangi isu TU Kadis
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Kurang cakap | Cakap  dalam
terjadi bila isu tersebut tidak tugas, percaya
ditindak? diri tinggi,

wajib pajak
puas

8. Berapa jumlah dinas/instansi | | Instansi 2 instansi 3 instansi
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nijai social,
politik, religious dan cultural?
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Test Litmus (13) --> Isu Strategis : Pengadaan SAMSAT Keliling
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No | Penanyaan SKOR
(Operasional mmmmmemeemee——- Strategis)
>
I Sejak kapan ila isu terscbut
terjadi pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
2. Berapa luas pengaruh  isu
tersebut terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian | Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Scdang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dart Target Dari Target
4. Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu terscbut:
a. Memberikan
pertimbangan tentang
luasnya daerah
layanan Samsat
Tapaktuan Tidak - Ya
b. Mengajukan
permintaan mobil dan
perlengkapan  yang
dibutuhkan Tidak - Ya
c. Melakukan
koordinasi  internal
Samsat Tapaktuan
untuk pengaturan
jadwal tugas Tidak - Ya
d. Mengarahkan
pegawai yang bakal
ditugaskan untuk
implementasi Samsat | Tidak - Ya
keliling
e. Menugaskan pegawai
untuk
mengoperasionalkan § Tidak - Ya
Samsat Keliling
5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan Mengadzkan Memberi
yang harusdipertimbangkan? | saja Pertimbangan,
Mengusulkan,
Mengoperasikan
6. Tingkat manajemen apa yang | Kasi Pungutan Kasubbag TU Kepala UPTD
mampu menanggulangi isu Kadis
tersebun? Gub
7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Kurang optimal | Wajib pajak puas,
terjadi bila isu tersebut tidak layanan Layanan optimal,
ditindak? Realisasi
Penerimaan
Meningkat.
8. Berapa jumlah dinasfinstansi | 1 Instansi 2 instansi 3 instansi
yang terlibat dalam
pengelolaan isu ini?
S, Bagaimana tingkat sensitivitas { Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilai social,
politik, religious dan cultural?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




Test Litmus {14) --> Isu Strategis : Sosialisasikan tentang doleansi PKB
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No Pertanyaan E SKOR
{Operasional et EEEE R LR Strategis)
>
1. Sejak kapan ila isu tersebut terjadi
pada lingkungan? Sebelumnya Sekarang Tahun depan
2. Berapa luas pengaruh isu tersebut
terbadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian Seluruh bagian
3. Berapa keuntungan financial bagi | Kecil <10% Sedang 10-25% Besar >25%
organisasi? Dari Target Prari Target Dan Target
4. Apasajakah yang dibutuhkan untuk
pemecahan isu tersebut:
a.  Membuat pamphlet
tertulis Tidak - Ya
. Menyebarkan informasy | Tidak - Ya
c. Mengarahkan pegawai
yang diutugaskan pada
bidang doleansi
PKB/BBN-KB Tidak - Ya
d. Menerima permintaan
pengurangan dengan
kelengkapan dokumen Tidak - Ya
e. Menyelesaikan prosers
doleansi PKB/BBN-KB | Tidak - Ya
5. Apakah pendekatan terbaik yang | Membiarkan saja | Menyampaikan Melaksanakan
harus dipertimbangkan? Sostalisasi,
Menerima
keberatan dan
Memberikan
keringanan denda
PKB/BBN-KB
6. Tingkat manajemen apa yang | Staf Kasi Pungutan KTU
mampu menanggulangi isu Kepala UPTD
terseburt? Kadis
7. Apa konseckuensi yang bakal | Tidak ada Banyak Tunggakan | Permintaan
terjadi bila isu tersebut tidak bersyarat,
ditindak? Memberikan
pengurangan
denda pokok,
Melayani
pembayaran, wajib
pajak puas
8. Berapa umlah dinasfinstansi yang | | Instansi 2 instansi 3 instansi
terlibat dalam pengelojaan isu ini?
9. Bagaimana tingkat sensitivitas isu j Kurang Sedang Kuat
ini terhadap nilai social, politik,
religious dan cultural?
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Test Litmus (15) --> [su Strategis : Perketat item DokumenPembayaran
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No | Pertanyaan SKOR o]
{Operastonal ~sormmmeeme——e- Strategis)
-

1. Sejak kapan ila isu tersebut
terjadi pada lingkungan? Sebclumnya Sekarang Tahun depan

2. Berapa Iuas pengaruh isu
tersebut terhadap organisasi? Sebagian Beberapa bagian | Seluruh bagian

3. Berapa keuntungan financial | Kecil <10% Sedang 10-25% | Besar >25%
bagi organisasi? Dari Target Dari Target Dari Target

4, Apasajakah yang dibutuhkan
untuk pemecahan isu tersebut:

a. Membuat beberapa

item tertulis tentang

Syarat pembayaran

PKB/BBN-KB Tidak - Ya
b. Menempelkan  item

informasi di  papan

pengumuman Tidak - Ya
¢. Meneliti  keabsahan

dokumen dan  wajib

PKB/BBN-KB Tidak < Ya
d. Mengarahkan  wajib

pajak tentang

porosedur lanjutan

yang harus ditempuh Tidak - Ya
e. Menerima dan

Menyelesaikan proses

pembayaran dan

mutasi PKB/BBN-KB | (Tidak - Ya

5. Apakah pendekatan terbaik | Membiarkan saja { Membenahi Melakukan

yang harus dipertimbangkan? koordinasi
internal Samsat,
Memnbuat
syarat  tertulis,
Meneliti
keabsahan
dokumen

6. Tingkat ‘manajemen apa yang | Staf Kasi Pungutan KTU
mampu . menanggulangi  isu Kepala UPTD
terseburt?

7. Apa konsekuensi yang bakal | Tidak ada Banyak Mutast Ranmor,
terjadi bila isu tersebut tiduk Tunggakan Peningkatan
ditindak? BBN-KB Penerimaan

BBN-KB

8. Berapa jumiah dinas/instansi | | Instansi 2 instansi 3 instansi
vang terlibat dalam pengelolaan
isu ini?

9. Bagaimana tingkat sensitivitas | Kurang Sedang Kuat
isu ini terhadap nilaji social,

litik, religious dan cultural?
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA
UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUI (UPL3)))Y BANDA ACE!H
JI Pendidikan Bahagia, Punge Blang Cut Banda Aceh 23234
Telepon: D63 1-44745 34730, Faksimile:063 ) -d4757
Email: ut-bandaacehic uiacad

Gty

UNIERSTAS TERBLUKA

19 September 2013

Nomor 02863 /UN31.22/LL/2013

Lamp. Do-

Perihal . Permintaan Data untuk Keperluan Tesis
Kepada Yth,

1. Kepala UPTD VII
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh.
di Tapaktuan

2. Kepala
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh
di Banda Aceh.

Berkaitan dengan penyelesaian proposal penelitian mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka
Banda Aceh atas pama Lisma Deni, NIM. 018873868, Program Studi Magister Administrasi
Publik (MAP), maka bersama ini kami mohop bantuan Bapak/lbu untuk membantu mahasiswa

tersebut dalam hal pemberian infomasi vang dibutuhkan.

Demikianlah permohonan kami: Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibe, kami uvcapkan
terimakasth.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN AGEH
UPTD WILAYAH VII

JLMELATI NO.26-27 Telp. (0656) 21383Fax.{0656)21383
TAPAKTUAN

Nomor : ‘)73,-’b0/l/UPl'D—VlI Tapaktuan, 31 Desember 2013 M
lamp :- 28 Shafar 1434 H
Hal  : Permintaan Data untuk Kepada Yth :

Keperluan Tesis. Saudara Kepala Unit Program Belajar

Jarak Jauh Universitas Terbuka
(UPBJJ-UT) Banda Aceh.
di —

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 2865/UN31.22/LL/2013 tanggal 19 September
2013, perihal Permintaan Data untuk keperluan Tesis atas nama saudari Lisma Deni, SE
NIM 018873868 mahasiswi Magister Adminstrasi Publik pada Pasca Sarjana Universitas
Terbuka UPBJJ Banda Aceh, dapat disampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai
melakukan penelitian dan menginput - data-data yang diperlukan pada kantor
SAMSAT/UPTD Wilayah VII Dinas Pendapatan-dan Kekayaan Aceh di Tapaktuan.

2. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan. data-data yang dibutuhkan untuk penulisan Tesis
dimaksud dilakukan sejak tanggal 25 September 2013 dan selesm pada tanggal 30
Desember 2013,

3. Demikian, untuk dapat diketahui dan dipergunakan seperlunya dan atas pemilihan kantor
kami sebagai tempat penehtian diucapkan terimakasih.

i . 19590701 198103 1 005
ile
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